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RINGRASAN DAN SUMMARY
A. Ringkasan

kajian Pasal 33 UUD 1945 selalu digunubon sehagai dasar dalam pengelolaan
sektor Tr:rtﬁmhangar: Indonesia dan motil’ vang mendasari sejouh ini lebih banyak
terkait dengan masalah keadilan ckonemi daripada keadilan chologis. Manajemen
ekonomi yang diteruskan ke dan didasarkan pada penggunaan tenoh atay sumber dayy
alam selalu di atas wahana maka aspek lingkungan. Negara tdak hanya melskukan
pelanggaran, tetapi juga gagal dalam melindungi rakyatnya. :

Aspek lingkungan adalah kriteria serakhir dalam menentukan kebijakan ckonomi
dan proses produksi di tingkat makro dan mikro di sektor pertambangan, Konirol
negara atas pepambangan yang dimaksudkan untuk kemakimuran terbesar rakyat
memunculkan kewajibannya, yaitu bahwa segals bentuk pemaniaatan sumber dava
alam pertambangan dan hasil yang diperoleh kendali (kekayaan alam) harus secara
sigmifikan meningkatkan kemakmuran nyata dan kesejahteraan masvarakat, |

Mepara dapat menjumin jaminan semua hak orang-orang yang terkandung di
dalam dan di permukaan hati yang dapat langsung diproduksi atsu dinikmati oleh
rakyat. Ini harus menjadi pedoman hagi pemenntah dan pemerintah dacrah untuk
menentukar arsh kebijakan di sektor pertambangan. Secars ganis  besar maka
penegakan  lingkungan pencegahan  semus  memungkinkan mengarah  pada
pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang,

Bahkan jika gubernur / kepala dserah level | berhak atas izin penambangan
masyarakat di dalam wilavahnya berdasarkan delegnsi wewenang, pelaksanaan
kontrol Negara atas penambangan mineral kelas A dan B tetap berada di tangan
menteri energl dan sumber diya mineral sefak Definisi penambangan masyarakal
menyangkut bisnis penambangan mineral stratepis (Kelas Al dan vital {Kelas B) vang
dilakukan oleh penduduk lokal yang tinggal di daerah di mana terdapat mineral yang
relevan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintal; Nomor 75 Tahun 2011
tentang implementasi UL Nomor 11 Tahun 1967,

Keberadaan PETI (Pertambangan Tanpa lzin) disebabkan oloh faktor pemicu baik

mternal maupun eksternal di sisi lain masvarakol menganggap bahwa keberadaan



komodites mmbang vang dapot diolob & selite wilvealmva dupi maearinglnthon
kescjalterannnyva, akibat dan prkik PETL sedung dilokukan secara luss: Proses
permehonan izin pensmbangan arang yvang kompleks sulit dipenuld olel komimitas
kecil dengan sumber dava manusia ying cukup rendah dan kemampuan Gnansial yang
terbatas, Ini akhimya mengarah pads munculnya prakiik penambangan komunitas
Hegal.

Prakiik pengaturan memiliki keodala dalam pelaksanaannya lerutama mengena
kondisi pemberian HK1 sebagaimana diatur dalam Passl 48 Peraturan Pemerintal Na.
23 Tahun 2010 yang mengatur tentang perolehan HKL Persyaratan yong sulit
dipenuhi oleh penambang masvarakai adalal persyaratan 1eknis  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf (b) Menurwt ketentuzn Pasal 9 ayat (3) jis
Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2014
entang pemerintah daerah, masalah-masalah seputar energl dan sumber daya mineral
termasuk dalam urusan Pemerintah bersamann, . Pemerintal Pusat dalam menvusun
kebijakan memperhatikan kearifan lokal dan dacrah juga memperhatikan kepentingan
nasional ketika membentuk kebijakan daerab dalam bentulk peraturan daerah atau
kebijakan lainnya.



B. Swimmary

e study of Article 33 of the [945 Canstitution has alwavs boen used a3 n
loundation in the Indonesian mining sector management snd the underlving motives
have so far been in lined more o the issue of economic Justice rather than ecological
Justice. Economic manapement that is refayed to and based on the use of Tand or matural
resourees always over rides then environmental aspects. The state does not anly commi
violations, but also has failed in term of protecting its people.

The environmental aspects sre the final criterion n determining economic palicy
and production process al both the macro and micro level in the mining sector, The
state’s control overmining intended for the preates: prosperity of the people gives rise
to its obligation, namely that all form so utilization of the minimg ratural resources and
the output obisined the rein (natural wealth) must significantly increase the real
prosperity and welfare of the community,

The state can ensure guarantee of all rights of the people contained inside angd on the
surface of the heart which can be directly produced or enjoved hy the people. These
should be a guideline for the povernment and the regional government in order to
determine the policy direction in the mining sectar, Broadly speaking then enforcement
of preventive environment all allows leads to the supervision carricd out by the
authorities.

Even thought the governor head of level | region is entitled toward community
mining permits within his area based on the delegation of suthority, the implementation
of State control over mining of elass A and B minerals remains with the minister of
energy and mineral resources since the definition of communily mining concerns the
strategie (Class A) and vital (Class B) mineral mining business carried our by local
people who reside in the area where the relevant mineral exists. This was confirmed in
the Government Regulation Number 75 Year 2011 eonceming the implementation of
Law Number 11 Year 1967,

The existence of PETI (Mining Withouw Permit) is caused by both internal and
external trigger factors on the other hand the comm unity considers that the existence of
mining commodity that can be cultivate d arounds its area may improve their welfare,
resulting of the practice of PETI being carried out extensively. The complex people
mining permit application process is difficult to be fulfilled by small communities with
fairly lowquality human resource and [imited financial capability. This eventually
leads to the emergence of illegal coOmmuRity mining practices,

Regulatory practices have constraints in the implementation especially regarding the
conditions of granting TPR as stipulated in Article 48 of the Government Regulation
No. 23 Year 2010 which regulates the obtaiming of IPR. The terms that are difficult to
fulfill by community miners are the technical requirements as stipulated in the Article
48 Paragraph (2) letter (b). According to the provisions of Article 9 Paragraph (3) fis
Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (2} letter ¢, Law Number 23 Year 2014
concerning regional government, the issues surrounding energy and mineral resource
inclusive in the concurrent Government’s affsirs. The Central Government in shaping
policies shall pay attention to the local wisdom and the regions shall also pay attention
o the national interest when forming Regional policies in the form of regional
regulations or other policies
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Pada kesempotan ini, perkenankan kami menyvampaikan terima kasih kepadn
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Al

PFENDAHULLUAN

A. Latar Belakang

kegiatn  usaha pertambangan  yang  diluksanskon pada dasarnya  selalu
menimbulkan perabahan pada alum lingkungannya, Usaha perambangan selalu
diasosiasian dengon kegiatan menggahi, mengeruk, mengupas, dan membongkar,
Setiap keglatan pertambangan sdalah “tads sefiap  penambangin lanpa  resiko
pengubahan lingkungan™. )

Sejak awal kemerdekaan Indonesia nunimnya kemampuan pemenntah di
dalam mengelola dan mengusahakan sumber dava alamnya sendiri menjadi salah saty
penyebab mengapa Indonesia mudah dapar dikuasai oleh pihak-pihak asing terutama
dalam pengelolsm sumber daya alamnya. kekuasaaan pemerintah khususnya pada
bidang eksekutif menjadi terganiung pada sekior migas. Terjadilah proses sentralisasi
didalam proses pembungunan  amars pusat dan daerah menjadi kuat dalam
kapasitasnya. sementars pada saat vang bersamann masyarakas diperlemah,’

Kajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selilu mendengung dan dijadikan dasar
dalam pengelolaan pertambangan i Indonesia, Bahkan ini menjadi isu yang using
dan lebih bermotif keadilan ekonomi diripada keadilan ekologi Pengelolaan ckonomi
vang berhubungan utau berbasiskan penggunaan kihan atau sumber dava alam selalu
mengesampingkan aspek lingkungan. Aspek preemtif dan preventil selalau dizbaikan
untuk menghasilken produk yang baik dan eknomis dan cepat menghasilkan uang
daripada aspek penanggulangan dan pemulihan sehingga bisa dipastikan kerusakan
semakin meluas dan tidak terkendali *

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sealsh menjadi pinty pembuka bag
ekploitasi pertambanpan vang sebagian besar berada di hutan dimana proses. hulu
sampai dengan hilir membutuhkan biaya investasi tinggi. Efek aktifitas pertambangan
tersebut tidak hanya kerugian ekonomi letapi juga menimbulkan pejolak sosial vang

* Al Andang L. Binawan, eLall, Keadilan Sosial, Upaya Menacarl Makna kesgjahteraan Bersama di indonagia, {
Jakarts, Kompas ; 2004), hal, 25

: Franky Butar-futar, “Penegakan Hukum Lingkungan di Bidarg Pertambangan”, ¥ouridika, Vol 25 no. 2
Bgustus 2010, hal 1332



mevesubhan,  Menfoghatnve skl peseknn  anlam perasabig timbang  dan
miasyarakat, berubahnya poli soreis masyarkat menjodi masvarskal tnwhane dun
rusahnya serta ercermarnya daerah sebitar tambang, Industri perambangan rvenadi
5w yang menack dan memiliki dimensi vang besar dalam kehidupan trasyaraka
Indonesia. Mengenai pettambiangan vang menjadi fokus adalah mengen isu ekonomi
dimana Negara dan perusahasn besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan
dari proses dan hasil dari pertambangan. Banvak aspek vang terabaikan dalam hial
mengepar keuntungzan ekonomi di bidang pertambangan,

Negara buken saja melakukan pelangparan. tetapi telah gagnl dafam hal
melindungi masyarakatnya. Dalam konteks sosial budiya kit tegerusnya nilai-nilai
budava dan kearifan local diganti dengan hadirnya alat-alat bepat vang bergegak tanpa
batas, dengan suara biging, dan polusinva, Masyarakat vang dulu berkebun dan
bertani dengan budaya guyuknya digantikan dengan buru-bury di areal pertambangan
vang lebih menjunjikikan secara ekonomi dalam jangka pendek daripada bekeria di
ladang atau sawah, Aspek lingkungan menjaci kriteria terakhic dalagm penentuin
kebijakan ekonom| dan proses produksi dalam skals makro dan mikro dalzm sektor
pertambangan.

Bagir Manan menyatakan bahwa peagusian Negara atas pertambangan
denpan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban Negara yailuy
bahwa sepala bentuk pemanfantan sumber duya alam pertambangan serta hasil YHNE
didapat didalamnva (kekayaan alam), harus secarg nvata meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat, Negara dapal menjadi segala hak-hak rakvat vang
terdapat di dalam dan di atas bumiyang dapat dihasilkan secara langsung atay
dinikmati langsung aleh rakyat. Bahwa Negara mencegah segala tindakan dasi pihak
manapun yang akan menyehabkan rakyal tidak mempunya; kesempatan atay
kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumj® Ketiga hal tersebut yang
seharusnyva menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam tangka
menentukan arah kebijakan d; bidang pertambangan. Secars luas penegakan hukum
lingkungan preventif mengarah pada pengawasan vang dilakukan oleh pihak vang
bmvcnang-

SECArs wmum operasi pertambangan meliputi 2 hal vartu Eksplorasi termasuk
di dalamnya adalah eksplorasi itu sendiri dan st kelayakan dan Uperasi Produlsi

* Abrar Salang, Hukum Fertambangan, {Yogyakarta, Uil Press : 2004], hal



vang mengatue fenlang  kontrokst, penombangan, popcolaban dan pemo
pengangkuton dan penjunlin

Kemakmuran pkyatl harns menjsdi Keharusan dolam setiap pengusssan dan
pengusihaon sumber dayva alam lwdonesia. Kemakmuran sakvar dalam  konteks
penguassan sumber daya alam horus mampu memberikon manfast vang maksimal
bagl seluruh rakyat Indonesia vang merupakab bagian torpenting dar [T LEAS AR
sumber daya alam. Namun demikian, Kesejahieraan tersebut bukan berarti hahwa
sumber dava alam sedemikian rupa hargs dieksplotasi dan menghosilkan secara
ckonomi. tetapd sumber dava alam yvang merupaken ttipan snak cucu tersebul harus
pula memberikan manfaat untuk jangka panjang stas keberadaannyva sehingga manfaat
vang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi nomun juga manfast

AMLErPENeras.

Suatu masyarekat! dikatakan sefabtera apabila terpenubi dua macam
kebutuban, vaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritoal Kebutuhan spiritual
merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehaun dan ketenongun
dalam pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayvaannys masing-masing’
Menurut Shintaloka Pradita Sicea, sngka kemiskinan Indonesia pada 2006 sehesar
10,7 persen (27,76 juta jiwa), pada tahun 2017 sehesar 10,12 persen (26,58 juta jiwal,
dan proyeksi tahun 2018 9.5- 10 persen.”

Besarnya tekanan politik sast Konferensi Meia Bundar sebagni upayva
mendapatkan  pengakuan  kedaulatan Negara, sementara seéarn internal tlerjads
separatisme di berbagal wilayah. buruknya kondisi perekonimian serta rendahnya
kualitas Sumber Daya Manusia secara umum. membual para tokoh nasiona pada awal
kemerdekaan kehilangan fokus dalam menyikapi keberadaan modal asing yvang telah
ada sebelum proklamasi.

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontrovensi, beragam persoalan
kerap dihadapi sektor ini, antara lain carut-marit perizinan pertambangan di daeral
tumpang tindih hak atas wilayah operasi, beda interpretasi, pengelolaan pertambangan
daerah danpusat hingga masalsh royalti,”

H: Salim, Hukum Ehrﬂt.'i'itdl Indonesia, [Jakarta Haj.: cﬂrnuu 2013), hal. 66

Adrlan 5-utE|:l-1 Hukum F'mamtrangan [.Iakarta :-'.:narEranlu 2012] hiad. z.u



Pemenintall  Lherah (Kobupmen don Kot diserahl wewenone  untol
mvengawpsi wsaho pertambangan & decrahnya secam bertangsung jowah (peminnina
penumbangan ditunjukkan  sebesar-bésamya untuk kemakmuran rakyot) don
proporsions| {kewenangannya dalam pengelolaan usaba pertambangan tidak mutiak
fapi sebagai tugas perbantuan terbatas pada pengaturan tsaha pertambangan). Hal
tersebut ditegaskan dalam Persturan Pemerimah Nomor 75 Tabun 2011 tentang
Pelaksanaun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967,

Pengusahaan sumber daya nuneral dan batu bara dalam prokiiknva omat
dipengaruly faktor ekstermal dan internal. Fakior ekstemnal, antara lain stabilitas
chkanenl, politik. dan jaminan keamanan, kepastian hukum dan penghormatan otas
kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga, dan tuntutan lingkungan, Faktor intemal,
antara lain sifst sumber dava mineral dan batu bars vang tidak dupat diperbahanl,
lokast sumber daya mineral dan batw bara yang umumbnya berada pada remote areq,
akses mvestor terhadap lahan (tlumpang tindih dengan srea hutan, tanah ulavat, dan
tata guna lehan lainnya), pada modal dan resiko yang tingei. fluktuasi harga logam

yang sangat tinggi. dan membutuhkan waktu yang cukup lams untuk menghasilkan

ketntiungan,’

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Tinpgkat 1 dapat mengeluarkan suea
keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnya berdasarkan pelimpahan wewenang
tadi, akan tetapi pelaksanaan penguasaan Negara atas pertambangan baban galian
golongan a dan b tetap pada Menteri ESDM, sebab pengetian pertambangan rakyat
adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan ) dan vital {golongan b)
vang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahnva terdapat
bahan galian yang bersangkutan.

Pertambangan hanyalah kontribusi kecil terhadap ekonomi nasional AL
perluasan ussha (greenfields exploration) di Indonesia serta hanya menyerap (1,04
persen tenaga ketja. Tantangan utama yang dihadapi olch pertambangan mineral dan
batu bara adalah pengarub globalisasi vang mendorong demokratisasi. etonomi
daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, penambangan teknologi dan informas,
ha katas kekayaan intelektual, serma twmwtan peningkatan peran swasta dan

masyarakat.a

" Ibied, hat. B7

" |kl



seligp kematan pembangunon i bidang pertimbangan past menmmbulkan

darmpak positil maupon dampak negutive Pramipak posiil don kegsitan pembangunan

<t bidang pertambangan sdalsh:”

l. Memberikan nilai tambal secars nvats kepada pertumbuhan  ekonomi
tesionl;

Meninghatkan pendapotan asli daerah (PAD):

Menampun lenaga kerja, teratama masyarakat lingkar tambang;
Meningkatkan ckonomi masyarakat lingkar wmbang;

Meningkatkan usaha mikro masyorakat lingkar wmbang;

Meningkatkan kualitas SDM masyarakst lingkar tambang;

Menignkatkan deraja kesehatan masysrakal lingkar tambang,

et =GN [ S

Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan  adalah:
Fehancuran lingkungan hidup,

o=

Penderitaan masyarakat adai;

Menurunnya kualitas hidup penduduk local:
Meningkatnya kekerasan ads perempuan:
Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan

Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan,

i e e

Implementasi UU Minerba juga tidak berdiri sendin, tetapt harus dikaitkan
dengan undang-undang lainnya seperti UL Kehuanan dan UL Lingkungan Hidup
vang berlaku,!" Untuk it penataan Kelembagaan dan kinerja lembaga (itruchure)
dalam pemerintahun daerah, pembenanan regulasi (substance), sebaiknya dilakukan
secara terpadu (integrated) walaupun bertahap (incremenial),’” Pada Pasal § distus
bahwa kewenangan pemeriniah kahupaten/kota, artara Jain penerbitan;

1. IUP dan IPR, pembinasn, penyelessian konflik masvarakat, dan PengRWAsAN

usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laul sampai
dengan 4 (empat) mil:

{1

. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan
pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di
wilayah kabupaten’kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 {emipat) mil.

"lac Gt had, 59
® Ioe.Cit, hal. 87
" Loe, Cit, hal. 131
Y 1bid, hal. 140



Muelilui ketiga jenis win im, peoringan. badim usalin dan hoperis danpat
metithuban Begiaan vsala personbangan sesusi 2o wsahs vang dimohonkan dan
disclgil eleh pelabor yang berwenang, Tanpa izin tersebut, selutp pengasahain
mineral dan batubers tidak dapot dilakuken serta semiug tindakan pengusahaan
tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI) vang
merdfrkan perbuatan'tundakanperistiwa pidana.”’

Eksistensi "ETI disebabkan oleh faklor pemicu, vaitu faktor masalah regulasi
khususnya dalam ULl Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penvebab
regulasi ini teriadi di dalam Jow making process. vaitu adanya norma hukum vanp
bermasalah  dalam  pembentukannya sehinga menimbulkan masalah  dalam
pelaksanaannya (fmplementation problemy. Faktor regulasi inilah yang kemudian
membuain penambang komoditas tambang tertentu tidak dapat mengajukan izin usaha
pertambangan karena aturan yang tidak dapat dilaksanakan, Di sisi lain, masvarakat
mentlar ada suaty komeditas tambang di sckitar wilayahnya vang dapat diusshakan
guna membenkan kesejahteraan bagi meraka sehingan praktik PET] pun dilakukan,

Mamun secara praktik regulasi terdapat kendala dalam pelaksanaan, khususnya
metigenai syarat-syarat pemberian IPR sehagaimana diatur dalam Pasal 4% PP No, 23
Tahun 2010 yang mengatur untuk mendapatkan [PR, pemohon hamus memenuhi:
persyaratan ontrolive, persvaratan teknis, dan persvaratan finansial,"*

Dart ketiga syarat tersebut, terdapal syaral yang sulit dipenuhi oleh
penambang rakyal, yaitu syarat teknik, Persvaratan teknis sebagaimana diatur dalam
Pasal 48 Ayat (1) huruf b yain berupa surat pernyatasn yang memuat paling sedikit
MENgenai:

a) Sumuran pada [PD paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b} Menggunakan pompa mekanik. Penggeluduhan, ataw permesinan dengan
jurnlah tenaga maksimal 25 (dua puluh limay frorse power untuk 1 (satu) IPR:
dan

¢} Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

® Ahmad Ridi, Hukum Penyslesaian Senpeketa Pertambangan Mineral dan Baty bara, (lakarta, Snar Grafika
Z017), hal. 129

" bid, hal. 133



Persvaratan  wersebut  disnggap  ndok  eelevan donean eyl
pertambangan rokvat, mengineat sqat ing 3 Jokast pen mbgingan rakvar bopyak
potenst wilavah yvang memiliks sumuran lebi dalam dar 25 (dua pulub [ metes
barus menggunskan pompa mekanik, penggelundungan, atau permesinan jumleh lebih
dari 23 (dua puluh lima) forse power, dan harus menggunakan hahan peledak.'®
Rumiinya proses perizinan tambang rakvat sulit dipenuhi olel masvarpkot kecil
dengan kualitas sumber dava manusia vang secars umum terbilang rendah dan
kemampuan finansial terbatas. Hal tersehut pada akhirmva menjadi poemicy muneulnyv
prakick-prakiek pertambangan rakyat illegal.

Eksitensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara UU
Mincrba dan UU Pemda, khususnya terkai kewewnangan pemberian izin, pemberian
wilayah izin usaha, pembinasn dan pengawasan serla penerimian pajak daerah don
reiribusi daerah.' Pada UL Pemda diatur bahwa kewenangan IUPIUPK dan PR
berada dalam kewenangan Gubernur, namun sccara geografis banvak wilavah di
Indenesia yang untuk menjangkau ibukota provinsi sangal sulit. Bila dahulu
berdasarkan ULl Minerba IUP mineral buken logam dan 1UP bantuan serta IPR
Permohonannya diajukan ke bupati‘walikota, namun sekarang sesuni UL Pemda
permohonannya harus digjukan ke gubernur.

Permasalshan kapasilas perizinanlah vang memuat terjadi masalah terhadap
10.922 (scpuluh ribu Sembilan ratus dua puluh dus) di Indonesia. Baik kipasitas
kelembagaan maupun kapasitas sumber dava manusia. Kapasitas birokrasi van g tidak
reformis yang ditandai dengan perdaku kerupil, kontrol, famban, dan berbalit-belit
oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan kontrol dan berdampak pada
buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Sast ini terdapat 2 (dua)
opsi pembenahan perizinan pertambangan yang bermasalah, vaitu pencabutan izin dan
penerbitan kembali izin baru dengan pengawssan pemerintah pusal, pemerintah
provinsi dan KPK."

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya
dilakukan tethadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal,
Fengaturan tersebut tidak ada mengatur mengenai pembinaan dan pEngawasan atas

= bid, hal 134
* Ibid, hal. 135
lbid. hal. 137



kepiaton usaha vang tidak nommal staw PETE Aty apabila ocda 1971 bakanlah di
shemu pembingan don penogwosian sebagaimama distur dalam PP N 335 Tabun 2010
wmasuk ke rezim perbuatan pidana vang tidak mengenal pendekatan komrol melalul
mnsalnys pembinaan agar penambang skala kecil yvang melakukan PETT dapat
memiliki izin usaha sehingga menjudi uiaha yang sah,

Hukum pidana sebapa wltimum remediom harud ditegakkan, namun sebelum
pencgakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan
Pensmbang skala keeil terlebih dabulu diberikan pemahaman babwa kegiatan
usahanya melangear hukum sehingea sebaiknya penambang melakukon pengurusan
izin usaha, '

keberadaan PETI ddak dapat dibindari dari fakior keberadaan pepzmbang
skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambang skala kecil tradizonal tersebut
mengangeap mereka sheingga tidak memerlukan izin usaha, Bahkan secara lebih dan
100 (seratus) juta orang kehidupannya bergantung secara langsung maupun fidak
langsung pada kegistan pertambagan rakyar skala kecil. i Indonesia kebersdann
beberapa tambang rakyat bahkan telah ada jauh sebelum Negara inh merdeka, berari
sebelum UL No. 11 Tahun 1967 dan UL No. 4 Tahun 2009 tecbit,

Pengungguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETT vane menjadi
dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. PETI sangat melekat
dengankehidupan rakyat melarat yang hanya ingin memenuhi kebutuban hidup,
namun di 5151 lain apa yang mercka lakukan meropakan perbustan melangpar
hukum.”

Pertambangan dan lingkungan hidup bagaikan dus sisi dan sekeping mata
uang, antara menyejahterahkan ataw mengorbankan alam sekitar, oleh karena i,
idealnya perlu keseimbangan antara pengelolsan dan kelestarian lingkunpan, sehingga
kKegiatan penambangan yang bemnilai ekonomi bagi Negara dan masyarakat local dapat
berjalan, namun tetap tidak merusak kawasan lindung tersebut.

Terdapat epam hal yang menjadi ruang lingkup dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan (Pasal 4 UL No. 32 Tahun 2009), vang dapat dijadikan poin

penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai vpaya perlindungan hukum pada

® bid, hal, 138
* Ikid, hal. 139
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kusus pertambangen. Adapun penelitian vang pemah didakokan, lebih menshankan
lakus kijian pada aspek pengendalian,”

teamun demikian, fakta Tapanean mendminkan  balhwa  banvak dijuitipa
anggold masyvarakol vang melakukan aktivits penambangan liar yang memicy
temadinya bencany, seperti empat korban meninggal di dalem mobil vang terebak
banjir di Kampung Panguscupan. Desa lain yang dilanda banjir adalah Desa Teluk,
Kecamatan Labuan. Lokasi banjir meneapal  Pantai Carita dan Anver tepatnva di
Desa Kalang Anvar. =

Badan Penangpulangan Bencsns Daerah (BPBD)  Banten mensinyalir
adanyn penambangan emas liar di sekitar Gunung Fabensan, Kabupaten Serang din
Gunung Aseupan. Kabupaten Pandeglang. Banvaknya penambangan liar di lokasi
pegunungan schingga zona resapan air juga berkurang. Dugasn adanva pembalakan
liar sekaligus aktivitas pertambangan emas liar di kedua gunung tersebur. Dirckiur
L5M Lenters menyataken aktivitas pembalakan dan pertambangan liar semakin parsh
sejak beberapa bulan terakhir sehingga mengakibatkan terjadinva bencana banjir
bandang dan longser. Perlu ada kontrol dari pemerintah pusat secara periodik setelah
sK Menteri it ditetapkan kepada setiap daerah. Kawasan Tahura Banten seluas 1.599
hektar yang terletak di Gunung Aseupan, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang
tefah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 entang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyva dan Surat Keputusan Nomor SK.95 Menhut-
L2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang persetujuan perubahan fungsi sebagian hutan
di Kabupaten Pandeglang ity tidak bisa menjadi alasan Tahura dilepas begitu
saja. Dampak dari pembiaran tersebut telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir
lumpur di sebagian kawasan wisata Pantai Carita, ™

Warga mengeluhkan adanya penambangan liar di sekitar Gunung Pabeasan,
Kabupaten Serang, dan Gunung Aseupan, kabupaten Pandeglang, Banten. Warga
menduga hal it menjadi penyehab teradinya banjir bandang dan longsor pada‘Senin,

* Wisma Amalia, et.oi | "Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannys
dangan Pengelolaan Lingkungan (Studl Kasus Penambangan Batu Gantpang di Kawasan Karst Gombang
Selatan, Kebumen, lawa Tengah,” Jurnal Law Reform, Val, 23, Na. 3, Tahwn 2046, hal, 134

“Juwa Pos News Network (JPNN) 27 Tuli 2016 https://www ipi.com/news/tambang- lige-
tkut-sehabkan-banjir-pandeglany
“Deslatama, Yandhi, Ada Tambang Fmas Liar di Hutan Rakyat Banten?),

hitpss/www liputan6 com/regional read /25 656039 ada-tambang-crnas-liar-di-hutan-rak vilt-
banign




23 July 2008 Tale: Tal -sennda disompuikan S Pandeglang ying mempredik s

adanyl penthungan Bar di selinr vanung Aseopan, Pudalial, Kawisnn oo adalah
bragan dorl Taman Hutan Rakvar (Tabura) Banten. Fepala Badon Permmpeualangan
Bencana Daerah (BPBD) Banten, Sumawijaye berharap agur pengelolaan hutan dan
alam diperbaiki sehinggs meminimaliasi bencana longsor. Harssnya masvarakat sadar
bahwa  resapan  kurang Berdasarkan  daw peda  laman  Dinss  Kehulanan  dan
Perkebunan (Dishutbun) Banten, luas Tahura mercapal 1.590 hektare vanp ditetapkan
melalu Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) nomor SK 221/ Menhut-
2012, Lokasinya terletak di kelompok hutan Gunung Aseupan, Kecamatan Carita,
Kabupaten Papdeglang, Banten. Dalam SE ersebut, Tahura Banten sendin herfungsi
untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendudukan, memmijsng  budidaya, <hudaya,
pariwisatn dan rekreasi.* ‘

Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Erwan Kuriubi mengharapkan potens
pasir besi tetap dikelols oleh masvaraka, tidak diserahkan pada investor, Sudah ada
beberapa pengusaba  vang menyatakan keinginan untuk mengelola pasir besi di
Pandeglang, tapi tidak ada yang diberikan jzin. Bupati berharap apsr warga merasakan
manfaal dari sumber daya alam vang ada, Kebijakan untuk menyerahkan pengelalaan
pasir besi pada masyarakat, tetap diperiahankan oleh kepala dacrah wvang akan
trenggantikannya,

Plt Kepala Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pandeglang lskandar
menyatakan potensi pasir besi dikelola oleh masyarakat don koperasi, dan il
merupakan salah satu beniuk pemberdayaan vang dilakukan pemerintah. Pemerintah
Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan 18 jxin periambangan rakyat (IPR) vang
diberikan pada koperasi dan masvarakat setempat. Seluruh pemegang IPR pasir besi
tersebut  merupakan warga  Ksbupaten Pandeglang schingea keberadaan hahan
ambang itu dapat bermanfaar bagi masvarskat setempat. Penerima |PR iy, di
antaranya atas noma Naneng Waslim lokasi di Desa Sukawaris; Kechmatan
Uimanggu, seluas 1 hektare, Kardi bin Nurja Blok Sasakrapet Kampung Cijambu,
[esa Sukawaris, seluas satu hektare, Kemudian, Hacrudin di Blok Sasaprapet Desa
Sukawaris seluas satu hektare. Yulish Madjid di Blok Rancadaon [] Kampung

“Hidik Banten Online hittp:/iwww. bidikbanten com/201 607/2-eunun -ini-thiduga-di-jadikan-
n_enumh;-mgan-liar-wfﬂl@&iﬂﬁuﬂ@ﬂ"
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sukacenduh, Dess Sukawarts selins sembilan hektuee. Pereololumn [sotens] pasie bes
baru sekitar 50 persen dur potens sekitr 1,000 hekigre. vanu muembentong i
sepanjang pantai selutan di wilayal Kabupaten Pabndeg lang bagion seloan

Menurut ketentuan Pasal & sampai Pasal § U1 Momor 232014 tentang
Pemeriniahan Daersh, Pemerintaly Pusat Menetapkon kebijakan sehagai dasar dalsny
menyelengegarakan urusan Pemerintahan, melanjutnyn, sesumr Pasal 22 dinvatakun
bahwa 1) Daerab berhak menetapkan Kebljokan [2aerah datam melsksanakan Tugas
Fembantuan, 2) Kebijakan Dacrah sebugaimana dimaksud pettla avat (1) hanya terkan
dengan  pengaturan  mengenai pelaksanaan Tugas Pembantusn  df daershnya,
Kemudian, pasal |7 memelaskan babwa 1) Dacrah berhak menetapkan kebijakan
Dacrah untwk menvelenppamban urisan Pemerintahan vang menjadi Keweningan
Daerah, 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sehagaimana dimaksud pada
ayal {1}, wajib berpedoman pada norma, standar. prosedur, dan kriteria yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 33 Dalam hal kebijakan Dacrah vanp dibuat dalam
rangka penyelenggaroan uruson Pemerintahon vang menjade kewenangan Daerah
tedak mempedomani norma, standar, prosedur, dan keriteria sebdgaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Dasrah  sebagaimana
dimaksud, Selain itu, sesuai Pasal 76 Ayal (1b) menyatakan bahwa Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Dacrab dilasing membuat kehijakan yang merugikan kepentingasn
umum dan meresahkan sckelompok masvaraks atau mendiskriminasikan warga
Negara danfatau golongan masvarakat lain yang bertentangan dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan,

Menurut ketentuen pasal Pasal 9 Ayat (3) fis Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Aval
(3) huruf (e), UL Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan
energi dan sumber daye mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren.
Berdasarkan penjelasan umum UL Nomor 23 Tohun 2074 testang  Hubungan
Pemerintah Pusat dan Daerah, pada alinea ke empat dinyatakan bahwa ... kebijakan
vang dibuat dan dilaksanakan aleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan
nasicnal. Selanjutnia pada alinea ke lima jupa ditegaskan babwa. .. Pemerintaly Pusat

dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan local dan sebaliknya

“Eksplorasi 3 Maret 2016 htips:/ -felxmﬂ-::rra_qi.id-’gemr.-rgw-'|:|tr:nq—dl|m;|-:i|1-.l:1|«;-|.'iml'ram|._z-
Uepnl263

Il



Daerah ketika membentuk kebijjokan Beerab haik il Bonnik e SR T
Kebijkn Lamna hendakinva Juga memperharihan kepentinem wsiong|

Berdusurkan latar belakang yang twlah Penulis paporkan di aas nilah
kemudian Penulis rasa periy mengingkatnya ke dalam seboak kafian vang berjudul:
Reformulasi Kebijakan Pertambangan Rakvat & Wilayvah Kabupaten Pandeglang,
Banten,

B. Permasalahan
1. Bagaimanakah pengarub kebijakan hukum pertambangan rakvat techadap
tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten?
2, Fakwr-faktor  apakah yang mempengaruhi  sinkronisasi kehijakan
pertambangan rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten? ‘

C. Tujuan Penclitian

I Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hukum pertambangan rakyal terhadap
tingkat kesejahterasn masvarakar di Kabupaten Pandeglang, Banten.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi - sinkronisasi behijakan
pertambangan rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten,

12



AR

TINJAUAN PUSTAKA

Tambang datam Kamus Lengkap Bahass Indonesin berari lombong (parit,
abokan. lubang di dalsm tanal) tempat mengguli (mengambil) biji logam, batubara
dan schagainys, barong-bomng  dari dalam tanah (seperti besi, timsh  dan
sebagainya)” Pertambangan berarti urusan (pekerjann dan  sebapainya) yang
mengenai fambang. Pembinaan (pembangunn (Negara fersebutk pembaharuan,®’
Menurut ketentuan Pasal 1 Angka | UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perambangan
Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan istilab pertambangan ﬂd‘atzm schagian
atau seluruh tahapon kegiatan datum rangka penelitian, pengelolaan dan pengusabann
mineral atau batubara yang meliputi penvelidilan umum, eksplomsi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjustan,
serta kegiatan pasca tambang,

Sementara vang dimaksud dengan kelola adalah mengurus  {perusahaan,
pemerintahan, dan sebagainva); melakukan (pekerjaan tersehut). menyelenggarakan
{perayaan dan Eﬂbugain}'aj.:EMEngcndﬂJikan; menyelenggarakan; menjalankan:
mengurus perusahaan; proyek dan sehagainya *'Sena pengelolaan merupakan proses,
cara, perbuatan mengelola; proses melakukan Kegiotan tertentu dengan menggerakan
lenaga orang lain proses vang membanty merumuskan kebijuksanaan dun wjuan
organisasy; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam
pefaksanaan  kebijuksanaan  dan  pencapaian  tujuan.’ Penyelenggaraan  dan
sebagainya.” Sementara kata legal memiliki makna gelap, 1dak menum hukum,
tidak sah, liar.”

*hid, hal, 1002,
Y fhid

ihid | hal 469,
Bap.Cir, hal 249
itted

*edp. Cia, hal 469
S Cir, hal 193,
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A Teori Kendilan Sosisl

Iiskorsus tentang mosalah keadilan telah terjadi sejok lama seirmg denimn
petkembangon peradaban manusia dan menjadi wopik bungat diarl zamen ke zumoan
dimana  pembabasan tentang it okan terus dilakukan manesin dalam rutigkos
menemukan keadilan yang hakiki, Perbincangan tentang keadilan tidak akan pemah
verkesudahan karena tiap orang pada kurun wakiu terentu denpan kepentingannya
masing-masing kerap kali memberikan makna yvang berbeda satu sama lain sehingga
permasalahan keadilan dapat dikatakan bersifat subjektif dan relatif namun demikian
setidaknyn ada benang merah serta titik temu dari berbaga pandangan yang berbeda
sehingga tidak merugikan jika permasalahan keadilan kerap dinvatakan bersifal

subjektif dan relatif.

-

secara hakiki keadilan memiliki sifat terentu menurut Franz Magnis-Suseno,
keadilan memiliki dus arti pokok vaitu dalam ani formal -yang menuntut houkom
berlaku secara umum dan dalam arti materil yang menuntot agar hukum sesuai
dengan cita-cita keadilan mosvarakat. ™

Ada dua arus pemikiran utama dalam perdebatan soal keadilsn yaiiu yong
metalisik dan rasional. Keadilan yang metafisik sebagaimana diwakili oleh Plato
menyatakan bahwa hal itu berasal dari inspirasi dan intuisi dimana keadilan dipahami
sebagai suatu kualitas atau fungsi diatas dan dilvar makhluk hidup sehingzn tdk dapat
dipahami dengan menggunakan kesadaran manusia berakal. Demikian pandungun W,
Friedman, sementara yang rasional yang diwakili oleh Aristoteles mengambil sumber
pemikirannya dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan denpan cara
menjelaskannya secara ilmiah atau setidak-tidaknya kuasi ilmiah dan harus didasarkan
pada alasan yang rasional,
Merujuk pandangan Hans Kelsen dan John Rawls, setidaknya terdapat dua

unsur formal dari keadilan yaitu ;

. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan sefiap - pihak  untuk
memberikan perlindungan atas hak-hak vang dijamin oleh hukum {unsur
[k

2. Perlindungan ini pada akhimya hares membeikan manfaat kepada sctiap
individu {unsur manfaar). ™

* E.Fernando M. Manullang, Menggops Mokum Berkeadilan Timjouan Mukum Kodrat dan Antinem K, |
lakarta, Komipas ; 2007)

* Ibid. hal 86-a7
* Ibid. hal 100,
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Berdasarkan hal diatas. maka keaditan disamping memiliki aspek ideal juga
miempunyal gspek empiis, moksudnya apa vang dinilsi adil dalam konieks habum
hirus dapat dakiualisasikan secars Konkrel menuorot okuran manfaainva, Oleh
karenanya sangai tepat pandangen Roscoe Pound vang menyotakan bahwa nilw
keaditan berfungsi menentukan secury nyata aps vang pantas (sebanding ¢ setimpal)
diterima oleh seseorang sebapai konsekuensi lamjutan dan norma hukum vang
mengaturnya,

sebagaimana dimuat dalam jumal flsafus UGM, rasa keadilan harus diberlaokan
dalam setiap lini kehidupan manusi ayng aterkiet dengan masalah hukum sebab
Bukum terutama fisatal hukem menghendaki tujuan hubum tercapai, yait ;

Mengatur pergaulan kidup secara damai

l.

2. Mewujudkan suatu keadilan -

3. Tercapainva keadilan berasaskan kepentingan, fujusn, dan  kegunaan,
kemanfaatan dalam hidup Bersama

4. Menciptakan suatu kondisi masyarakat vang tertib, aman, dan damai

5.

Hukum melindungi segenap kepentingan manusia di dalam masyvaraka
sesual dengan hukum yang berlaku, sehingga terwujud kepastian hukum
(Rechimstigheir) dan Jaminan hukum (doelmarighkeir).

6. Meingkatkan kesejahteraan uwmum  (populi) dan mampu  memelihom
kepentingan umum dalam arti kepentingan seluruh anggots masyarakat scria
memberikan kebahagiaan secara optimal kepada sebanyak mungkin orang,
dapat memberikan manfaal vang sebesar-besarnya (wilititarianisme)

1. Mempertahankan kedamaian dalam masyrakat atas dasar kebersamaan

schingga terwujud perkembangon pribadi atas kemauan dan kekuasaan,

sehingga terwujud “pemenuhan kebutuhan moanusia secars maksimal”
dengan memadukan tata hubungan filsafat, hukum, dan keadilan,™

Seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma dalam bidang hukum diskursus
teniang keadilan menjadi meluas keberbagai sisi kehidupan manusia seperti soal
kesetaraan gender yang melahirkan aliran Feminisme Jurisprudence dengan tokohnya
Frances Wright, W.V.0. Quine, perakan Critical Legal Study denpan tokohnya
Eoberto M. Unger, Duncan Kennedy, dll yang menyerang pandangan teori hukum
liberal & positivisme hukum, * Eeonomic Analysis af Law dengan mhahn:,-uhl-tp:h;mi

" Ibid: ha! 101
T Muharnmad Syukel Albani Nasution, ef. ol Hukum Dalam Pendokotan Filsafet, {lakarta, Kencana, 201&), ha!

413-314

¥ & Mukthie Fadgar, Teori-Teari Hukum Kontemporer Edisi Revisi, [Malang, Setara Press ; 2014], Hal. 29
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Ao Posper vone melembkkan doswr-dosar baa oliran ekonomi dalam iling | teor
bobkum.

sejuk ol Remerdekaan, Indonesia tidaklsh mempunval kemampuan manditi di
dalam mengelola dan mengusabakan sumber dava slamnyas sendini sehingga Indonesia
dengan mudah  dapat  dikessai oleh  pihok-pihak  asing  terutama  perusahaan
multinasional di dalam pengelofasn sumber dava slamnve. Kepuasan pemerintah
tahan kKhususnya pads bidang eksekutif memjadi tergantung pada sektor migas vang
miengakibatkan terjadinyva proses sentralisasi di dalam proses pembangunan antara
pusal dengan daerah dan negara menjadi kuat di dalam kapasitasave, sementara di
sadl yang bersamaan masyarakat diperfemah. Ketergantungan pada sumber dava alam,
khususnya migas memperlemah mekanisme kontrol negara dengan ]'I'lEEi}"EIj.i.-ﬂ]iﬂl"l
insentil untuk tindakan-tindakan KKN dan membual tereiptanya sena terpeliharanya
kelompok-kelompok kepentingan (vesved interest) vang hingga kini terus menerus
menjadi parasit di dalam pengelelaan pemerintahan. Perilaku KKN bertambah parah
dengan menularmya penyakit ini Ke dalam aparat birokrasi mulai dari ibukota hingga
ke dusun rerpenet].””

Permasalahan keadilan bukanlah sekedar soul adanya hukum yang adil, juga
bukan soal adanya kepolisan stay Lembaga hukum vang kuat Walaupun hukum it
secara lahiriah nampak adil namun ia tetap bisa muncul sebagal alal pembela
kepentingan orang kaya dan berkuasa, Benar menurut hukum tidak cukup, untuk
mnegatasi ketidaksdilan yang dialami seseorang diperlukan kapasites dan faktor
penting lainnya seperti koneksi yang baik (baking), vang, kesadaran hukum,
pengetahuan tentang prosedur di kepolisian dan pengadilan, dan kapasitas untuk
memobilisasi orang. "'

Gerakan akses terhadap keadilan di Indonesia merupakan fenomena vanp relatif
baru walaupun untwk perjuangan it telah menjadi sesuatu vang kerap dilakukan
sepanjang waktn, ™ Konsep ini pada awalnya hanva digunakan oleh wargn misyarakat

miskin dalam mengakses pengadilan dengan focus pads hambaian vang dihadapi.

“ibid. hal 107

“al. andang L Binawan, A Prasetyantoko jed] Keodilen Sosial, Upoya Meneari Mokno Kessjohtessan Bersomo
di indonesin, (Jakarta, Penerbil Buky Kompas : 2004), hal. 25

" ward Berenschot, et ol Akses Terhodap Keedilion, Perjuangan Masyerakat Miskin & Kurarg Derunbumg
Lintuk fdenuniur Hak di Indonesia, (Van Vollen Hoven Institute, KITLV lakarta, Egistema Institute < 2011 }, hal,

5.

T ibid. hal 9
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amiun demnkin bagl masyarakor Indonesio konsep i melibatkay

seperimghint
tntangin yung lebih luas diontransa kebiosaon menvelesaikan senpekty secam
miformal melalui bebagoi mekanisme medissi vang sering molibatkan pemimpin-

pemimpin dacral dan pejabat pemerintah,

Proses mencarl keadilan dimuolai dengan adanva kesadaran akan ketidakadilan
yang dialami dan mensvaratkan adanva keberamian, pengetahuan, kontak, uang dan
lamn-lwin untuk mengatesinyn sebelum seseorang menppunskan system  hukum
Konsep ini merupakan kritik atas ide formalistic tentang penerspan hukum serta
gugasan bahwa Undang-Undang merupakan cenmin dori ide-ide  keadilan dan
moralitas yang hidup dalam masvarakar ™

Terdaput suatu hubungan terbalik antara kekaysan swmber dava atal'n denpan
keberhasilan di dalam  proses pembangunan yang berlandaskan  periumbuhan
ekonomi. Negara-negara yang kays sumber dava alam  terutama migas dan
berpenduduk besar seperti Indonesia cenderung untuk tidak berhasil di dalam proscs
pembangunan. Sedangkan negara-negara vang miskin sumber duya alam  dan
berpenduduk besar seperti Korea Selatan dan Taiwan jauh lebih berbasil. Kebutaban
dan tuntutan untuk mengatasi kemiskinan rakyatnys tanpa didukung oleh adanya
sumber daya alam seperti Korea dan Taiwan uniuk membuat kebijakan-kebijakan
vang bersifat akomodatif terhadap kepentingan masyarakat akon peningkatan tanda
hidup. Kekayaan akan sumber daya alam dapal menjadi “pedang bermara dug” bagi
suatu pegara yang sedang berkembang, la dapat menguntungkan, tetapr pada saat
vang sama dapat pula menjadi kerugian. Ta dapat menjadi “rahmat™ ataw “kutukan™

Pemilikan akan sumber daya alam bukanlah satu-satunys faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan suatu negar
berkembang, meskipun ia adalah fuktor yang penting, Faktor-fakior eksternal seperti
keadaan ckonomi dunia dan kepentingan geopolitik serta faktor internal seperti
tingkat heterogenitas atau homogenitas masvarakst senantiasa harus. menjadi
pertimbangan di dalam pembahasan pembangunan suatu negara,

Perlu adanya suatu strategi pembangunan vanp bukan hanva berlandaskan pada
orientasi pertumbuhan ekonomi semata melainkan  suaty strategi alernatif yang

berorientasi pada kesejahtersan masyarakat secara lokal dan keadilan sosial secara

“ b, hal 17
= |btd, hal 19-20
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meraia, Hal u hanve dupat tercapai jika ada demokeatisasi di dalun i runsparansi

don akuntabilitas proses pemerintahan vang disertal suata hubungan kepercavoan
Corust) secara hovizontal maupun vertikal. Proses demokratisas) banva dapat berhasil

jika pembiayaan akon  pengelolasnpemenntahan tdaklah lapi berganung  pada
penghasilan dari minvak dan pas vang membuat pemerintah tidak tergantung kepada
rakvat,

Proses demokratisasi yang disertai denpan pengurangan kekudsaan negaradon
Juga penghilangan kekerasan negara sertn penguatan masvarako dapat terjadi jiks
biaya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan bersumber terutama dari pamak
rakyal dan penghasilan dari scktor manufakiur sena jasa dan informasi vang sangat
tergantung pada keterampilan dan keahlian masvarakat. Perubahan strukfural
diperlukan bahkan merupakan suatu keharusan, Suatu perubahan personalia atau
kebijakan tidaklah mencukupi jika ingin sungguh-sungeub keluar dari keterpurukan,
Perubahan struktural yang perlu dan harus diusahakan secara terus menerus adalah
proses demokratisasi yang bersumber pada penguatan masvarakat (civil vociafy),
Proses demokratisasi secars sosiologis dalam artion demokrasi vang berkeadilan
sosial dan transformatif bukan hanya merupakan saran bagi terwojudnva keadilan
rakyat tapi juga sebagai upaya untuk menjamin kesetarnan dan keadilan politik dan
sosial bagi setiap anggota masyarakat termasuk berbugsi kelompok marginal dan
minoritas di dalam masyvarakar

Menurut teori arrificial poverfy vang dikemukakan ofeh Rudoli Sinaga dan
Benjamin White kemiskinan vang timbul karena perubahan ekonomi, teknologi dan
pembangunan dinamakan “kemiskinan buatan” yang terjadi karena kelembagaan vang
ada membuat angpota atau kelompok masvarnkat tidak menguasai ekonomi dan
fasilitas-fasilitas secara merata. Disamping itu ada “kemiskinan almizh” (natural
poverfy) yang timbul akibat kelangksan sumberdaya dan remdahnya tingkat
perkembangan teknologi. Kemiskinan buatan sering pula dinamakan “kemiskinan
struktural”, yaitu kemiskinan yang diderita oleh polongan masyarakst vang
disebabkan karenastruktur sosial masyarakat ity menjadikan mereks tidak dapat ikut

menggunakan sumber-sumber pendapatan vang schenamya tersedia bagi mereka ™

*ibid, hal. 20
“op.Cit hal. 134
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Mengingal babwa permasalobon kennskiun bdak hanva dupat dissasi melalul
pemingkaton  produksi fetapn quga melalul perubahan-perubahmm datam  distobos
barang dan jasa maka hukum depat difungsikon sebdpal surana kontrol kebijakuan

ekonoml dan kebijukan pemerataan pendapatan nosional lewnt jalan redistribusit

B. Teori Kebijakan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber daya alam senantizss berada
dalam kondisi kelangkaan yang tingei. terkait dengan kebutuhan sumber days alam
dalam proses pembangunan memunculkan proses tawar menawar dari berbapai pihak
vang punya kepentingan terhadap kebijakan vang akan diberlakukan, Interaksi vanp
terjadi lebih banyak didominasi oleh elite politik dan birokrasi vang oleh karenanya
penguasaan atas sumber daya alam banyak dilakukan oleh kalangan tersebut dan acap
kali kekuatan penguasaan sumber daya menjadi alat untuk memperiahankan stafus
quo, "

Herkenaan dengan itu diperlukan desain kebijakan vang mampu mengakomodasi
berbagai kepentingan yang ada untuk mengurangi dampak nengatif vang timbul dari
penguasaan sumber diya alam, Scjalan dengan itu, telah dikembangkan setidaknya 3
model penpambilan kebijakan publik yaitu model birokratis dan/atau teknokratis,
model elite serta model pilhan publik.™

Pada model kebijakan publik vang bersifat birokratisteknokratis vang ditekankan
adalah keputusan vang hanya didasarkan pada kajian teknis akademis dan kurang
mempertimbangkan aspek sosial politik. Model kenijakan publik vang bersifat elite
adalah kebijaken yang didominasi oleh kepentingan para elite dalam menentukan
sebuah produk kebijakan publik sehingga kebijakan merupakan cermin dari kehendak
sekelompok kecil orang yang berkuasa, Perumusan kebijakan yang dihasilkan
merupakan hasil kescpakatan atas konflik yang terjadi diantara para elite politik.
Sckiranya suatu kebijakan mengalami perubahan maka hal tersebut hanya bersifat
incremental (tambal sulam) atau frigl-error untuk mengubah atau memperbaiki
kebijakan yang sudah ada. Sementara itu model kebijakan publik dengan model
pilihan publik merupakan suatu proses formulasi keputusan kolektif dari herbagai

" iioict, hal, 135 - 136

* 5ri Murkadayatl, “Froses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Eabupataen Surnbawa”, Jurnal Kebijakon
dovt Admimisirost Puldie Vol 17 Na. 1 Mei 2013, hal 60
a3

I
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vichividy vony berkepentingom, vone menempathan mousia sebagm fomoesomicin
vang punya berbagan kepemtingon vang baris dipusskan (teori ckonomi pillon publik
aitomic of prbdic chedce) dengan prinsip fuer meer seller, Sgpply medt desand. Pada
proses i keterlibatan publik tersalurkan melalui kelompok-kelompok kepentingan
sehingga sist politik maupun sosial erakomodasikan, A

keetidaksamaan kebutuban dan kepentingan herbagai unsurkelompok masyarakat
memunculkan persaingan vang tidak berimbang dalam memperebutkan kewsaan
secara sistematis akibal tegjadinya distribusi sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan
vang tidak mernw, Kontlik kepentingan tersebut semakin merambat dan kiat cepat
jika terjadi kesenjangan dan penguasasn stas sckelompok lain secara berlebiban
dimana yang muncul adalah ketimpangan ekonomi dan publi karena l,::n:f:laikann:.fa
kelompok yang lebih lemah. Berkenaan dengan itu, Riant Nugreho menawarkan tiga
pendekaten dalam rangka membernikan arah kebijakan yang akan dituju vaitu (1)
Fendekatan demokratis vang menckankan kebatkan bagi sebagian besar orang, (2)
Pendekatan Dbiava manfast (risk-velve) vang berusaha menctapkan tngkat
ketercapaian  yang tertinggi atau resiko’ kegagalan vang paling rendah denpan
pertimbangan bahwa kegagalan kebijakan publik menyebabkan dampak vang sangat
besar bagi kehidupan bersama tidak hanya sekedar menjatuhkan wibawa pemerintah
atau kepercayaan publik kepada lembapa negara. Pendekatan ke (3} tiga adalah
pendekatan dengan menggunskan paradipma deliberarive maksudnya menetapkin
kebijakan publik yang paling mungkin diterima oleh pihak yang berkonflik ™'

Kemiskinan lidak hanya dapat diatasi lewat peningkatan produksi tapi juga oleh
perubahan-perubahan pols distribusi barang dan jasa. Berkenaan dengan itu, hukum
terpanggil untuk berfungsi sebapai sarana kontrol kebijakan ekonomi dan kebijakan
pemerataan pendapatan nasional lewat jalan redistribusi. Fungsi hukum vang semula
hanva sebagai sarana pengendalian sosial (low as a rool of social conrrol) dan sebagai
sarapa rekayasa sosial (lew as a tool of social engineering), mulai dikembangkan
fungsi hukum sebagai sarana pemberdayaan masvarakal (low as a fopl of social
empowering), Sejalan dengan itu dikembangkan juga konsep “paralegal” baru yang

lebih menonjolkan aspek keterampilan teknis yuridis sebagai “fegal assistant™ untuk

“ibid, hai 61
" ibid, hal 64
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mendorong - Kemandirian masvarahal agar mampu menolony diinvg sendini (el
fredpy. "

btervensi kekuasaan dan sk menirik kepentingan politik sering teriadi dulam
proses Black Box of Palicy Making Process. lonteks politik, ekenomi, sosial budays
juga turut mempengaruhi. Jadi penting Karenanya uniuk mengetshui bagaimana
sebuah kebijakan berlangsung, ™

kebijakan publik pada dasarnya adalah susty Keputusan vang dimaksud untuk
mengatasi permasalahan terentu, untuk melakukan kepiatan tertentu, atan untuk
mencapai tujuan tertenty, yang dilakukan oleh lembaga pemerintab yang berwenang
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan regara dan pembangunan bangsa,
Menurut Crinson, kebijakan merupakan sebush konsep dan akan jauh lebih
bermanfaal apabila dilihat sebagai petunjuk umtuk bertindak  atsu 5:;u:1gkuian
keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain. Drapatl dikemukaan
bahwa kebijakan publik merupakan ketetapan oleh pengambil kebijakon dengan
tujuan menyelessikan permasalshan bersama/masvarakat (collective probiem) vang
menjadi perhatian publik (pubiic concern) karenn besarnya kepentingan masyarakal
yang belum tlerpenubi (public needs, degree of wnmeer need), namun untuk
menyelesaikannya membutubkan tindakan bersama (eollfective action) vang bukan
sekedar keputusan tunggal dan reaktif,™

Berdasarkan sifatnya, kebijakan yang diambil oleh pejabat administrasi negars
dapat dibedakan atas kebijakan yang bersifar bebas (wijbeleid) dan kebijukan vang
bersifat terikat (gebonden beleids). Berkensan denpan penvelenggaras, menurut
Latiel” pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat mengambil kebijakan-
kebijakan yang bersifat terikat (gebonden beleids) sebagai kebijakan vang ditetapkan
sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, pejabat administrasi
negara tidak dapat menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-
um:iung.ﬂ
Pada hakikstnya kewenangun pemerintah stan pejabat administrasi negara dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan meropakan kewenangan yang bersifat

—

“Ibid, hal. 136
“Bumitah Avuningtyas, Kebljokon Kesehatan, Prinsip dian Praktik (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ; 2015,

hal. Xx

“Ibid, hal, 9

“Hotma P, Sibuea, Aras Negara Hukum, Perofuren Kebijokon don Asas-as05 Umum Pemaerintohan pasg Aok,
|fskarta, Panerbit Erlangga - 2010], hal. 90
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pelimpahan (delogared  authoriey) Karena kewenaneany  badl (ewdptmad anehoriid
pembentukan aturan perundang-undangan ada pada badan legistait, kebljakan sang
ditetapkian pejabat administrasi negora berdazarkon wewenang vany bersumber dar
peraturan  perundang-undangan  (Undang-endang Dasar atau Undang-undang),
kemudian dituangkan dalam berbagay bentuk-bentuk hukem vang & Indonesia
ternasuk datam golongan peraturan perundang-undangan

Kehijokan vang bersifat bebas ditetatapkan oleh pejabat administrasi segara
berdasarkan kewenangan kKebebasan bertindak (freies ermessen). Kebijakan terschut
diteiapkan berdasarkan pertimbangan pejabat adminisirast negars semata-mata dan
dijalankan dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan (masalah konkret) vang pada
dasamya belum ade atwrannya atau belum diatur dalam undang-undang | peraturan
perundang-undangan}. Pemberian kebebasan berindak pejabat admibnistrasi negara
mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu baik terbadap pejabat administrasi
negars  yang  bersangkutan  maupun  terhadap  hak-hak  warga negars  seria
hersinggungan dengan asas-asas umum pemerintahan vang baik ™"

Hal 1ty memungkinkan tegadinya tindskan pemenntaban  wvang  bersitat
diskriminatif terhadap warga negara serla merupakan suatu bentuk penginghksran dan
pelanggaran terhadap hak-hak warga negara sehingga akan menimbulkan kerugian
lerhadap warga negara vang bersangkutan. Hal tersebut tidak sesual dengan prinsip-
prinsip umum yang berlaku dalam negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan
hukum (equalicy before the law) vang dapat membuka peluang penyalahgunaan
kewenangan karena bertindak atas dasar pertimbangan kepentingan dan Leuntungan
pribadi dalam menyelenpparakan fugas-tugasnya atau dalam melayani anggotia
masyarakat.”’

Jika kebijakan diberlakukan secara sama terhadap setiap warga negara menuntut
konsekuensi logis wvaitu kebijakan-kebijakan yang bersangkutan harus dijalankan
dengan konsisten (taat asas) schingga perlu dituangkan dalam suatu hentuk formal
atau suatu format tertentu yang lazim discbut peraturan kebijakan schingga dapar
mudah diketahui oleh setiap orang,“*Disamping itu, menurut Bagir Manan peraturan

kebijakan juga dapat menegakan asas  kepercavaan warga negara  lerhadap

*|bid, hal. B2-93
*|lnid, hal. 93-04
"bid, hal 94-95

24



[Eermerintthan II'|"|'.|'I-'||L'l'].'l'll.'_!i-'“-'l|'.'I:l.:..I Menut A, Hanud 5. Attt cafam prakook
penyelenggoman  pemerintaban,  peraturan kebijakan dan  peraturan perendang-
i angan dapat berfuku secara berdampingan.™

Menurat Dunn, sistem kebijakan (policy spsiem) mencangkup hubungan timbal
balik duei tiga unsur, vaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan

kebijakan. Dapat digambarkan sebagai berikut :

.ﬁ!-'.{é'r it
cabifakan

Lingkungan

Kebijakan

Kehijakan Publik

Lebih lanjut dikemuksan oleh William Duun bahwa kemponen kebijakan publik
meliput] hal-hal sebagai berikut :
1y Isi Kebijakan (Podicy Conten)

Memuat sejumlah dafior pilihan keputusan temtang urusan publik
{termasuk urusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa yang dibuat oleh
lembaga dan pejabat pemerintah) sebagal respon berbagai masolah publik
{public isswes) yang mencangkup berbagai bidang kehidupan. I1si kebijakan
dituangkan dalam bentuk dekumen tertulis dengan standar sebapai berikut ;

a) Pemyatasn tgjuan

bl Ruang lingkup

¢} Durasi wakiu vang efektif
d) Bagian pertangpungjawahan
¢} Pernvataan kebijakan

f) Latar belakang

g} Definsi

1:Ih|d, hat, @9
“ibid, hat, 102

&d



21 Akl sl penangku kebijakan (Pofiey siekeholder)

Pada kategord i yang dimaksod adalah individo stan kelompok vanp
berkaitan langsung dengin sebush kebjiakan yang dapat mempenzoruhi atau
dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan ersbeut

3) Lingkungan kebifakan (policvenvivorment)

Merupakan latar Khusus dimana  sebush  kebiakan terjadi, vang

berpengarull dan dipesgarvhi olch pemangku kepentingan kebijakan serta

kebijakan publik 1o sendird,

Menunit Wal and Gilson, komponen kebijakan publik dapat digambarkan
sebagm berilout ;

Context

Actors:

Content Individuals Process
Groups

Drganiszations

Seining dengan terjadinya liberalisasi usaha pertambangan telah mengakibatkan
pergeseran pera negara dalam kebijakan pertambangan di Indonesia serta mengpiring
pada pelemahan perwujudun cita-cita negara yang pesan moralnya tertuang dalam
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1943, Regulasi pertambangan sast ini mengindikasikan bahwa
amanah konstitusi tersebut telah terabaikan. Pengelolaan pertambangan di Indonesia
dapat menggunakan 4 unsur untuk mmeuwdabkan analisanya vaitu perhatian (concern),
asumst (assumption), regulasi (regulation), dan peran negara (rule of the statel vang

disandingkan dnegan anatomi meliputi normarive, methodological, dan empivical, ™

" Mah. Said, "Kebijakan Pertambangan : Regulasi Untuk Slapa 7°, Jurnal imigh Administrosi Publik {Jtar) val 3
Wo.3 2017, hal 1B4-185
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C. Hak Mensuasal Negarn atas Sumber Dova Alam

Secara eontik penpuasaan Negnro ates Sumber Dayvo Alam bersumber dar rakyat
vang dikenal sebagal Hak Bangsa, Negara dipandang scbagai Tervitoriale Publicke
Rechtspemeenschap van overfeld en onderdonen vang memiliki karakier sehapai
suatu- lembaga masvarakat hukum, kepadanva diberikan wewenang atau kekuasaan
urtuk mengatur, mengurus, memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potens
sumber daya alam vang ada dalam wilavahnva secarn interen,™

Hak penguasaan Negara atas sumber daya alam mencakup obvek kekuasaan
Mepara yang relevan yaitu kekayaan (tfings) menurut Montesquieu dan benda-benda
{obyek kekayaan) menurut Roscoe Pound, mengingat keduanya merupakan sumber
perckenomian Negara dan pokok-pokok kemakmuren rakyvat. Mehurut Beriarnd
Russel, dalom suafu Negara, penguasaan dalam bidang ekonomi terganiung yang
ditentukan oleh hukum Negara.™

[asar dan bentuk penguasaan Negara atas sumber dava ekonomi dilatarbelakangi
dan dipengarubi oleh idelogi atau paham-paham vang dianutnva." Paham liberarisme
sejalan dengan teorl domain, namun tidak semua sumber dava alam dapat menjadi
obyek domain Negara, hal mana ditentukan berdasarkan alasan-slasan tertentu,
Menurut Karl Max dan Friedrich Engels, hanya dengan pemilikan Negara atas sumber
daya alam dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan produktif untuk
penggunaan bersama dan tidak untuk keuntungan perseorangan.®

Hak penguasaan atas perfambangan sangal penting dikaji karena terkait dengan
prinsip-prinsip keadilan, kehati-hatian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber
daya pertambangan. Ketiga prinsip tersebut seharusnya mendasar setisp materi
perundang-undangan i bidang pertambangan agar penguasaan Negara bermuara
sehesar-besamya kepada kemakmuran rakyat sebagaimana ditetapkan pads Pasal 33
Ayal (3) UUD 1945, Menurat Bagir Manan, keterkaitan hak penguasaan Negara atas
pertambangan  dengan sebesar-besamya  kemakmuran rakvat akan mewujudkan

kewsjiban Negara™:

 loc.cit, hal. 8
* Ibid, hal, 9

* ibid, hal. 10
* ibid, kal, 12
= Op.Cit, hat, @
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1} Seiala bentuk pemasfaaan sumber dava olem LR
ving d dapat i dolamnys (SDAS, hans s nyuta meningkatka
kemakmiman dan kesejahiessan nuessaral

2y Melindungi dan menjamin seeala hak-hok rik vo viang tetdapat di dalan

dan di atas bumi vang dopat dibasilkan secara langsung atan dinikeia
langsung oleh rakyar;

3} Mencegah segala tindakan dari pihak manspun vang akan menvebabkan
rakyat tidek mempunyai kesempatan atsu kehilangan hak vang terdapat
d1 dalam dan di atas bumi.

Isi ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD dijabarkan dalam UU NoS Talwn 1960
lentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana vang dalam penjelasan umum Angkn [
Alinea keempat menvatnkan bahwa:

“Pengpunsan tanah harus disesuaikan denpan keadsannya dan sifat daripada
haknya sehingga bermanfaat baik bagi keseiahterasn dan kebahagian yang
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi
ketentuan terscbut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan
terdesak  sama  sekali oleh  kepentingan  umum {masyarakat), ULPA
memperhatikan  kepentingan  perorangan. kepentingan  masvarakal  dan
kepentingan perorangan haruslah saling mengimbangi sehingea pada akhimya
tercapailah wjuan pokok, yaity; kemakmuran, keadilan, dan kebahsgiaan hagi
rakvat seluruhnya ™

. Kerangka Berfikir
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BAB I

METODE PENELITIAN

A, Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang dipunakan pads penelitian vang akan diselenggarakan adalah
metode penelitian hukum empiris-sosiologis, vang dalam hal ini berupa penelitian
terhadap cfektifitas hukum yang dari sudut bentuknva merdpakan  penelitian
evaluati[®’

Pada walnya yang diteliti adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan
penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masvarakat,*® PenSlitian ini
menggunakan tiga jenis alat pngumpulan (studi dokumen, wawancara, dan observasi)
untuk mendapatkan hasil yvang semaksimal mungkin, Penelitian ini bersifat kualitatif,
untuk memzhami®™ pejala-gejala yang diteliti, dengsn merujuk yang menckankan
pengembangan teori melahad jalan verifikasi,

Berkenaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif sebagaimana tersebut di
atas digunakan model Miles dan Huberman dengan alur sehagal berikut™;

PEMGLIMPLILAN SAOIDEL DATA
DATA 5
PENARIEAN
REDHI DATA MESIMMULANVERIFIE
— a5l

Wilayah yang akan ditetapkan sebagai lokasi obyek penelitian adalah Kabupaten
Pandeglang yang terdiri dari 35 kecamatan yang dalam kesempatan ini akan diteliti 5

*' Soerjanc Seekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Ult Press ; 2006}, hal, 51,
* ibid, hal. 52

® A Chaedar Alwish, Pokoknya Kualitatif, {Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jakat dan Pusat Studl Sunda ; 2002), hal
7

™ Ezmir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, {Jakarta, Rajawali Press ; 2010}, hal. 124
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kecamatan yung di wilnyah it pernah tefadi atau masih terjadi prakiek penanmibaniza
lisr. Penctapan kecantan vang dijadikon sebagal lokasi penclition dilakukan secars
purpos:H (erarah). Berdasarkan stwdi pendsbuluan melalui interner kecamatan vang
dimaksud adalah: Kecamatan Labuan, Kecamaton Cantn, Kecamatan Cibeliung,

Recamatan Cimangguo, dan Kecamatan Sajira
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TR INAY

DATA HASIL PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pandeglang

Loga Pemerintah  Daegrah  Kabupaten  Pandeglang  berbentuk  perisai vanp

ditengahnya menopang bintang herwarma kuning dan bagian dalamnys memuat padi

Kapas yang di dasarnya terdapal gambar bunga melati dan diatasnya terdapat dua goris

beeombak dan badak berculn satu sebagai iken kabupaten tersebot, hewan lanoka

vang dilindungi. Serta tiga buah kersewt vang menggambarkan pegunungan di

wilayah yang bersangkutan, Secars visual logo tersebut beserta maknanva adalak

sebagai berikut 7'

Bintang
Perisai

Kerucur

Badak

Padi

Melati

" hitp:/ fvrerw pandegl:

» Kesgungun Tuban Yang Maha Esa,
: Perisni segi lima dimaksudkan sebagai lambang

ketahaman masvarako! dan pemerintsh dserah Kabupaten
Pandeglang sepanjang maso dalam negara Pancasila.

¢ Tiga buah kerucat yang tidak sama bezsar dan tingginys

menggambarkan tiga bush punung don melambanghan
bhahwa dagrah Pandeplang itu bergunung-gunung,

- Badak bercula satu menghadap ke kirl adalah salah satu

hinatang peninggalan jarman purba yang masih hidup
hingpa sekarung, terdaput kanya di dserah Kabupaten
Pandeglang {Ujung Kulon) dengan-sifat taham uji,
waspada dan tabah; serte menjadi kebangeaon
milsyarnkat.

: Sefangkai padi dengan tigs pulub tujub batimyo .
melambangkan sejurlah desa-desa di Deeral Kabupaten

Pandegtang sehanyek serutus tiga puluh wiuh desa.

» Setangkal kiapas dengan ennm kuntum bunganya vang

Mekar melambangkan sejumlah kecamatan-kecamaran
yang oda di deerah Kabupaten Pandeg lang sebanyak
enom belas kecamatan,

¢ Sekuntum bunga meloti berdaun bunga empat helai

Berwarna putih, melambangkesn jumlah kewedanaan di
daerah Kabupaten Pandeglang sshanyak empat
kKewedanuan.
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Craris [Jua garis bernimbak yang bdik sma pmjangava, nasmg-masing
Berambak mizlambanghan kil vang mengelilingl sebaguin besar dacral I makna sebaga
Kabupaten Pandeglmg dan sungai-sungsi vang tesdapat di dalammiva

(.

uning Ermas : Keangungan & Eewibawaan
Putib v Kesucian
Biru Muda ¢ Blesetizan
Hijau Tuy i Kesuburan

Abu-Abu Kehitam-Hitaman : Ketabahan

Adapun motto yang dijadikan sebagai sistem nilai yang hendak diwujudkan oleh
Kabupaten Pandeglang dipilih kata “BERKAH" vang merupakan singkatan katn dari
Bersih, Elok, Ramah, Kuat. Aman, Hidup. Ksbupaten Pandeglang merupakan bagian
deri Provinsi Banten yang wilayahnya mencapai luas 2,746,90 km® dengan posisi
peografis terletak pada 621" - 7" 10’ LS and 104”48~ 106" 11' BT, Visi dan misi
pemeriniah  kabupaten pandeglang ditetapkan  berdasarkan  Persiuran  Daerah
Kabupaten Pandeglang Mo, 7 Talun 2016 tentang Rencana Pembangunan Tangka
Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 - 2021 yaitu -

Visi: Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis,
maritimbisnis dan wisatabisnis menuju rumah schat dan keluarga scjahtera 20207
Visi tersebut dapat dijelaskan scbagai berikut:

1. Terwujudnya Pandeglang Berkah

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi
segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan
pembangunan, Disamping ity juga, kata BERKAH merupakan motto yang
berarti bahwa Kabupaten Pandeglang: Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan
Hidup, disingkat BERIKCAH,
2. Transformasi Harmoni

Merupakan perubahan yang selarss, serasi dan seimbang pada sistem tata
kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat ke arah vang lebih
baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian,

3. Menuju Rumah Sehat :

Yaitu menuju kondisi daerah  Kabupaten Pandeplang vang kondusif,
masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi,
sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik,

4. Menuju Keluarga Sejahtern ;

Yaiu menuju suatu keadaan dimana telab berkurangnya jumlah masyarakat
miskin, meningkatnya kesempatan  kerja, pendapatan  dan dava  beli
masyarakal, serta terpenuhinys sarana dan prasarana vang mendukung
perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang vang maju dan mandini.

Misi : Visi tersebut akan diwwjudkan dengan melaksanakin misi sehagai berikut:

. Memenuhi kebutuban dasar masvarakat;
2. Membangun konektivitas wilnvah;
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3, Memingkatkan nilai tambal sekior pertanion;

4. Meninekatkon nilai tambah sekior naoriiem;

5, Modernisasi pesgelobaan potens] wisitg

. Menmghkatkan tatn kelols pemerintahan dan memperkuat sistem inovas

daerah,

Eeenam mist tersebut dapat dijelaskan sehagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masvarakat, sebagai fondasi lahimya masyvarakal
Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan peduli sesamu;

2. Membangun konektivitas  wilavah,  déngan  menjadikan  pergerokan
masyarakal vang dinamis guna mendorong aktivitas perckonomion vang
berwawasan lingkungan;

4, Memngkatkan nilai tambah sektor perianian, dengan meningkatkan nilai
tembah  sektor pertanian, mefalui perubahan produksi bahan  mentah
pertanian bergerak menuju industri pertanian dalam kerangks aprobisnis;

4. Meningkatkan nilai tambah sektor maritim, dengan mernperhaiki

pengelolaan  tradisional menuju  pengelolaan  lebih modern  melalui
pendekatan industri dan bisnis;

5. Modemisasi pengelolaan potensi wisata, dengan meningkatkan kualitas
destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumber dava manusia serla
manajemen pengelolaan objek wisata;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkust sistem inovasi
daerah, dengan menerapkan birokrasi vang bersih dan melavani berbusis
sistem data dan informasi, serta meningkatkan In;f:gmmn penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, =

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di wtara, Kabupaten Lebak di
Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilavahnya juga mencakup
Pulay Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), sertz sejumlah
pulau-pulan kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil.
Semenanjung Ujung Kulon merupakan ujung paling barat Pulau Jawa, dimana
terdapat suaka margasatwa tempat perlindungan hewan badak bercula satu vang kini
(hampir punah.

Secara geelogi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam zona Bogor
yang merupakan jalur perbukitan. Sedanpgkan jika dilihat dari topografi daerah
Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 - 1.778 m di atas
permukaan laut (dpl). Sebagian besar topografi daerah Kabupaten Pandeglang adalah
dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 835.07%
dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang,

“ lbid
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a4 thiet
" Ibid

koarakteristik utimn kabupaten Pondeghang pdolah Ketlinggian gunono:-oupungnyn
vung relatil cendah. seperti Crunung Payung (480 mp Guoung Honje (620 m ), Ountng
b 4562 m) dar Cunung Raksa (320 mi. Daerah Ui memiliki luns 14,93 % don
luos Kabupaten Peapdeglang yang merupokan dataran tingel, vang ditandai dengan
karckteristik utamanya adalab ketinggian gunung vang relatil tinggs, seperi Gunung
karang (1.778 m}, Gunung Pulosar {1346 m) dan Guaung Aseupan (1174 ml
Suhu udara di Kabupaten Pandeglang berkisar antara 22,5 "C - 27,9 "C. Pada dacrah
pantai, suhu udara hisa mencapai 22°C - 32°C, sedangkan di daerah pegunungan
berkisar antars 18"C - 29"C. Ksbupaten Pandeglang memiliki curah hujan antara
20008 - 4 000 mm per tohun dengan rata-rata corsh hujen 3,814 mm dan mempunyai
77 har hujan rate-rata per tahun serta memiliki teknnon udara rata-rata 1010
milibar, ™ 3

Iklim di walayah Kabupaten Pandeglang dipengamuhi oleh Angin Monson
(Monsor Trade) dan Gelomboang La Nina atau El Nino {Banten Dalam Angha, 2004),
Seat musim penghujan (Nopember-Maret) cuaca didominasi oleh Angin Barat (dari
Sumuadra Hindia schelah Selatan India) vang bergabung dengan anpin dart Asia yang
melewati Lam Cina Selatan. Pada musim kemaran (Juni-Apustug), codca didominasi
aleh Angin Timur yang menyebabkan Kabupaten Pandeglang mengalami kekeringan,
terutama di wilayah hagian Utara, terlebih lagi bila berlangsung E1 Nina.™

Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa jenis bebatuan, diantaranya : ™

1, Alluvium, terdapat di daerah gunung dan pinggiran pantai:

2. Undiefierentiaied (bahan erupsi punung berapi), terdapat di daerah bagian
utara tepatnya di dasrah Kecamatan Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk,
Menes, Banjar, Pandeglang dan Cadasari:

3. Diocena, terdapat di daerah bagian Barat, tepamya di kecamatan Cimanggu
dan Cigeulis;

4, Fiocena Sedimen, di bagian Selatan di daerah kecamatan Bojong, Munjul,
Cikeusik, Cigeulis, Cibaliung dan Cimanggu:

3. Migcene Limestone, disckior Kecamatan Cimanggu bagian utara;

. Mineral Deposit, vang lerbagi atas beberapa mineral, vaitu |

a) Belerang dan sumber air panas di Kecamatan Banjar ;

by Kapur/karang darat dan laut di Kecamatan Labuan, Cigeulis, Cimanggu,
Cibaliung, Cikeusik dan Cadasari;

e} Serat batu gifl, terdapat di Kecamatan Cigeulis.
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Jenis tunah yang ada di siibupaten Pondesliog dupat dikelompokan dalam

beberapa jenis dengan tingkat kesuburan dari rendal sampal dengan sedang, Diantara

1 T
Jems anph tersebhut adalah '

2.
3

4

Atluvigl, terdapar di Kecamatsn Panimbang, Sumur, Cikeusik, Pagelaran,
Preung, Labuan dan Muonjul;

Crimosol, yang tersebar di Kecamatan Sumur dan Cimanggu;

Regosol, terdapat di Kecamatan Sumur, L.abuan. Pagelaran, Cikeuwsik dan
Cimanggu,

Larasol, werdapat di sekitar Guming Karang, Kecamatan Pandeglang, Sakels,
Cadasari, Banjar. Cimanuk. Mandalawangi, Bojong, Menes, Jiput, Labuan
dan Suimur;

Podsolik, terdapat di Kecamatan Labuan, Menes, Saketi, Bojong, Munjul,
Cikeusik, Cibaliung, Cimanggu, Cipeulis, Sumur, Panimbung dan Angsana.

Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total 833 km,
Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 3 § liga) Satuan Wilayah Sungai
{SWS) vang mencakup seluruh wilayah kabupaten ini, yaite: "’

|. Bagian wara berada di dalam SWS hulu Sungai Ciujung, Clbanten dan

Cidanau

2. Bagian tengah berada di dalam SWS Ciliman - Cibungur
3. Bagian selatan berada di dalam SWS Ciliman Cibungur

Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua kota vakni Kota
Pandeglang dan Labuan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan
dateran rendah don dataran berpelombang, Kawasan selatan terdapat ranpkaian
pegunungan. Sungai yang mengalir diantaranya Sungai Ciliman vang mengalir ke
arah barat, dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arsh selatan ™

* ibid
m IMd

""hgtn..-’.i".-.--.rm.gglqir.nput.ga.idﬁsﬂgﬂgfmﬁlkaggdg.mm
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strukiue Pemenniahan Kabipoen Pandeglang pee 2005-2017 hingeo tinekat K1

tersusun dolam jemyang pemerimalian =clagai herikut ;

o
|

| Wilayah Administras) s [ 2016 2017
‘Kecamatan 15 35 T
Desa 326 326 324
Kelurahan |3 13 13

RW S0 1.500 1,940

RT 5.981 5,981 | 5981

Adapun Indikator Kependudukan Kabupaten Pandeglang per 2016-201 7 tersusun

sebagai berikut:

E

Uraian 20146 2017

Julzh penduduk 1.200.512 1205203
- Pria 613,108 615.297
- Wanita SRT.Ad SEY.A06

Eepadatan Penduduk 431 438

Sex Ratio 104,38 104 30

Rasio Ketergantunpan 28,15 57.89

| Laju Pertumbuhar 047 0,39

B. Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Pandeglang
Bahan galian logam terutama togam mulia terbukti terdapat di wilavah Kabupaten

Lebak dan Pandeglang sema terindikasi di wilayah Kabupaten Serang. Wilayah
Cikotok dan sekitamya Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak sejak  zaman
penjajahan Beianda merupakan wilayah pertambangan emas dan bahan gatian Tain
pengikutnya seperti perak. Meskipun sast ini penambangan vang dikelola PT Ancka
Tambang Tbk. Sudah mulai menghentikan kegintan cksploitasinya namun potensinya

tnasihi terdapat terbukti dengan masih dilakukannya penambangan oleh rakyat. Potensi

tersebut berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun serta serta di beberapa

" https://pandeglangkab.bgs go.id/brs himl
* ibia
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becmatan seperlt Uipanas dan Pangchraman, [0 Kabopsten Pinde L, Kessatan
penambangan ¢mas sedangdipersiapkan olel PT Aneka Tamboee Thh, bekerjasams
dengan T, Cibaliung Suimber Dava

Resourves emas yang dimiliki Tambang Emas Cibaliung diperkirakan sebesar 1.5
jua wmt bijih emas dengan kadar rata-rata 9.8 gr omas per wn, dengan umur tambang
diperkirakan selama 6 whun, dengan maksimum produksi 70,000 Toz (2000 g)
emas, Tambang bawah tnsh dengan Decline Aceess dan metode pensmbangan
mekanis “cut and Aill" dan “undercut and (11" Gold prasesing dengen CIL proses.

Saat ini CSD datam Tahap Komersial Production, peleburan pertama (percobaan)
tanggal 13 Mei 2010 dengan hasil bufion seberat 22.2 ke dengan kador + 15 % Au
Pengoperasian Tambang Emas Cibaliung diresmikan oleh Gubernur Banten pada
tanggal 26 Mei 2010 dan Total Produksi Emas Tahun 2011 sebesar*6792 kg dan
Perak sebesar 3,911.9 kg."'

kontribusi Sektor Pertambangan dan penggalian tethadap PDRE Kabupaten
Pandeglang merupakan salah satu sektor yang kontribusinya paling kecil. Dart tahun
ke thun kondisi tersebut relatif tidak ada perubahan, bahksn mengalami penurunan.
Pada tahun tahun 2012 kontribusi sektor Perambangan dan pengealian terhadap
FDRE Kabupaten sebesar 0,13 %. Besaran kontribusi tersebut jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Pada tabun 2008 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadup PDRB
lercatatr sebesar (,42% dan pada tahun 2009 tercatat sebesar 0,22 %, tahun 2010
tercatat sebesar 0,15% dan pada tabun 2011 tercatat 0,12%. Hal tersebut sebanding
dengan laju pertumbuhan sektor tersebut yang pada tahun 2011 laju pertumbuhannys
lercatat -16,92%. Tetapi pada tahun 2012, baik nilai tambah. kontribusi maupun laju
pertumbuban sektor tersebut mengalami sedikit perbaikan dengan laju pertumbuhin
9,35%.

Selsin potensi emas dan perak, potensi sekior Pertambangan dan penggaliandi
Kabupaten Pandeglang, diantaranya {Belerang dan Sumber air panas) vang terdapat i
khecamaton Banjar, (Kapur/Jarang Darat dan Lawt) yang terdapat di Kecamatsn
Labuan, Cigeulis, Cimanggu, Cibaliung, Cikeusik dan Cadasari, serta (Seral Patu
Gift) yang terdapat di Kecamatan Cigeulis. Secara terperinei akan disajikan dalam

tabel dibawah ini:
* https.//desdm, bantenprov.eo bl fresd/ potensi-unggulan-bahan-gafian tml
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Potensi Pertambangan dan Pengealian

D Kabupaten Pandeglang

Nama Emas | Belerang | KapurJarang | Sermt | Pasir | Minyak
Kecamatan & e Drarat & Lawt Batu

Perak | Sumber Cifi

Air Panas

Eﬁlanggu - L
Banjar ¥ |
Labuan L * .
Cigeulis L )
Cibaliung v =
Cikeusik ]
Cadasri .
[ Cikedal B
B:a.mng-mﬂjung *
Mandalawangi . |
Mekarjaya *
Mumnjul *
Pangelaran %
Panimbang * — -
Patia =
Sobang *
Sukaresmi + :
Sumur +

MNamun jka dilihat peruntukannya kawasan pertambangan, berdasarkan Peraturan
Dacrah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pandeglang, meliputi:*

"mp_:.{.-'jmmEgleglgngh_e:ahzgu.ldjnﬂtmhgqgﬂ-dm-gegggﬁllgnﬂ

36



Mo Wecamstan

Jenis Tambuango

LAanmanggu
| Cibaliung
Cihitung

Cikeusik

Crgeulis

hesi, dan titaniim

Sumue

Mandalawangi

Kawasan pertambangan lopam berupa emas, pasir

Gunung Karang

Kawasan pertambanga bumi
Grumung Pulosari RS

-

Progress kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Kabupaten Pandeglang per 2008 — 2012 adalah sebagai berikut :
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C. Hasil Observasi dan Wawancara

Adapun hasil wawaneara dengan para informan dan bservasi di lima kecamatan

pada berbagal titik yang dijadikan sebapai lokasi adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Carita

" jisded
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wierdasarkon informus dori jitemer™ diketalud buhwa peristiva bt
bandatie i Pantal Caritn pada 25 Ml 2016 dischiobikon astity luin oleh
wdanys penambangon emas illegal di Gunong Aseupan hdak dapat ditemukan
fakia terkant di lapangan melabn observasi ke Gumung Ajeupan maupun
wawancars dengan aparat kepolisian Polsek Carita, warea masvarakat, dan
tokah masvarakat {penpurus BT terdekat). Berdasarkan keterangan ketua BT
selempat, tidak terdapat sktivitas penpealian hasil tambang: Peristiwa tansh
longsor vang tegadi pada 25 Juli 2016 dipahami sebapgai musitah terkait
dengan musim hujan” Keterangan tersebul diperkuat oleh aparat Polsek
Carita yang juga menegaskan bahwa kegiatan pertambangan illegal ridak
ditermukan indikasinya pada tahun 2018 di Gunung Aseupan ® Infargiasi vang
sama juga diberikan oleh aparatur Kecamatan Carita vang menvatakan bahwa
di Kecamatan Carita  tidak terdapat  kegiatan pertambanpan  karena
dikhususkan untuk kegiatan pariwisata dan pertanian.*’

Observasi langsung ke Gunung Aseupan juga tidak menunjukan
adanya indikasi kegiatan pertambangan vang ditemukan hianyaluh tumpukan-
tumpukan balok kayu di berbagal tiik vang dilalui.

Kecamatan Cibaliung

Berdasarkan keterangan aparat Polsek Cibaliung, dshulu banyak
lerdapat PETI di wilavah hukum Polsek Cibaliung namun sekarang sudah
tidak ada lagi. Untuk di daerah Cibaliung sendiri hanya terdapat tambang batu
saja. Sejak dulu tambang yang terdapat di wilayah Cibaliung adalah berizin
karena warga sekitar sudah mengerti prosedur vang harus dilakukan oleh
setinp pengusaha tambang sehingga jika ada penambangan tentunya warga
setempat langsung menanyakan perihal izin vang dimiliki terlebih dahuly
kepada kepolisian setempat.

[31 Kabupaten Pandeglang hanva terdapat di wilayah selatan, untuk
wilayah kota tidak diberikan izin. Tambang batu vang terdapat di daerah ini

"m;gw bidikbantenonline. com

FWawancara dengan Ketua RT Desa Sindanglaut, Kecomatan Ciirita, Kabupaten Pandeglang Tanggal 22

Septeimner 2018,

“Wawancara dengan inda Chandara Kanit Reskim Polsek Carita tanggal 21 September 2018,
\Wawancara dengan Bapak Agus Kasit Trantib [Saksi Kehytznan dan Ketertibdn) Kecamatan Carita tanggal 22

Laptember 2018
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adalah batw belah, Sampor sekariie masih terus heraperost dain memiliki 1zin

sampal sejauh inl belum ada, jika memang divass merugikan don menesabkan
masyarakat temunya sudah banvak laporan dan keluban. 1 ensgen kerjs umunya
berasul dari warga lokal. Awal tambang ini dibuka memperkerjakan nrang dari
luar duerah ini denpan wjuan mercka dapat memberikan pelatihan & ilmu
kepada warpa sekitar sehinggu wargs sekitsr memiliki keternmpilan yang
digunakan sebagai dassr penpetohusn untul bekera di periambangan
kemudian hari,

Masyarakat di daeral ini sudah mulisi paham hukum schingea tidak
mudah tertipu dengan iming-iming oleh para oknum vang melakukan kegiatan
pertambangan secara illegal. Kepolisian sendini jupa selulu mehivebarkan intel
untuk memantau kondisi setempat sehingga jika ada yang mencutgakan,
polisi langsung mengambil tindskan  dengan  sigap. Umumnya  suatu

pertambangan dapat beroperasi apabila telah memiliki jzin,*

3. Kecamatan Cimanggu

Berdasarkan keterangan aparat Polsek Cimangeu, Perusahazn tambang
legal yanpg berada di wilayah hukum Polsek Cimanggu, salah salunya yaitu
PT. C5D (Cibalivng Sumber Daya) berasal dari Austealia, Perusahaan
tambang ini merupakan tambang emas vang |etaknyva berada di Desa Manghu
Alam, Perusahaan tambang emas ini berdiri sejak tahun 2006, menckankan
pada sistem underground, yaitu cara penambangan vang sifatnya tertutup,
dimana dibuat dengan terowongan atau lubang (spiral). Penambangan tersebu
dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, hal ini dimungkinkan karena
telah memiliki izin. Terlebih dalam pelaksansan pertambangan, PT. CSD ini
selalu melaporkan segala hal secara jelas kepada Polsek seperti, berapa banvak
bahan peledak vang digunakan,

Pada awalnya usaha pertambangan PT, CSD merupakan ussha yang
dikelola oleh masyarakal sckitar Desa Mangku Alam yang wilayahnyva
diperuntukkan schagai perkebunan. Mamun PT. CSD memperoleh  izin
tambang darurat sebagai uji coba terhadap wilayah tersebut dan pada akhirnya

HWawancara dengan Alptu D, Kemarudin, Kanit Babinkantibmas, Polsek Cibaliung, Lanpal 04 Nowembar 2018,



pengelolaannya it berhasil, Sehinges izin ambang dorrst o dilaniutian
oleh PT. CSD dengan mengagjukon izin lebih lanjut, sehingea M1 CSD
miendapat pengecuslian untuk mengelola wiluyah vang dohuly direncanakan
sebagal perkebunan

Dahuolu wilayah yang dipergunaken untuk PT. CSD ini diperuntukkan

schagal perkebunan. Namwmn sejak tshun 2009 dikeluarkan aturan  bary
(pengecualian) sehingea wilayah vang dahuly menjadi peckebunan it dapas
menjadi wilayah untuk pertambangan. Pengecustian dapat diberikan kepada
PT. CSD karena perusahaan melakukan pendekatan vang baik seperti
merangkul pihak-pihak disekitar wilaysh, menempuh izin secora resmi
langsung kepada Menteri. Selain itu PT. CSD ini juga memiliki tempat
pengelohan limbah yang memadai, dimana terdapart 2 {dua) lokasi pengolahan
vang per lokasi iu ada 3 (tiga) tingkatan,

Pertambangan emas PT CSD ini juga memberikan dampak positif vang

sangat berguna bagi masvarakat seperti:

a.  Dari segi ekonomi, masyarakat merasa terbantu dengan adanya P'T.
CSD ini. Dikarenakan masyarakal mendapatkan pekerjaan vang
disediakan oleh perusahasn tersebut. Pada dasarnya pekerja yang
dipeckenakan merupakan masyarakat setempat, kecuali ahli yang
dibutuhkan yang tidak ada dalam masyarakat, Sehingga sangal
mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempar.

b. Dari segi sarana dan prasarana, masyarakal juga merasa
perusahaan memberikan dampak yang berguna sekali dengan
membangun rumah ibadah bagi masyaraknt sckitar, Selain itu juga
terdapat kemajuan yang sangal terlihat dimana jalan-jalan
diperbaiki sehingga mempermudah pergerakan dalam melakukan
aktivitas sehari-hari,

¢. Dan segi kebutuhan lainnya, masyarakat jugs merasa lebih
nyaman, dikarenakan dabulu bangunan rumabh terbuat dan bambu
dan sekarang bangunan rumahnya itu permanen.

Meskipun demikian, pertambangan emas tersehut juga tetap memiliki dampak
negatif. Ketika musim hujon, hal vang paling dikhawatirkan oleh masyarakat

tatah limbah yang melusp dan tempat pengolaban limbah dikarenakan posisi
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pengolabon limbal yang berada dl pingeir sungai: Pertmmbanpan il Juga
menulks kroskat 11 per kroskotnya itu [00m. setiap 3 (iga) bulun dilokukan
upi keloyakan, sebagol upaya pengowssan da SIOM Pusat (Menter),
Pertambangan emas yang ada i jenisnya i biang, dimana emas menempel
pada batuan. Selun it persmbangan emas PT. CSD jupa diperbolehkan
beroperast dikarenakan untuk jangka panjangnya eken dijadikan sawah dan
kolam ikan.

Selain PT. CSD diatas, terdapat juga usaha Galian C yang merupakan
usaha pertambangan yang dikelola olch masyarakat setempst, Usoha
periembangan tersebut dimiliki oleh Hj, Syarif, yaiw kegiatan usaha tambang
pasir. Pertambangan berlokasi di dekat Pulau Umang, berdiri hampir 10
(sepuluh) tahun. Usaha pertambangan ini dikelola oleh warpa Iokal, dilakukan
secara manual. Pengelofaan vang dilakukan oleh warga lokal, mengakibatkan
hiasil dart tambang memiliks kualitas vang biasa, schingga dipergunakan untuk
kebutuhan sendiri atau hanya untuk kalangan masvarakar setempal saja,

Petambangan pasir ini memiliki dampak negatif, dimanz terdapat
lubang-lubang bekas galian yang apabila turun hujan dapat mengakibatkan
terjadinya longsor. Dengan adanya lubang-lubang itu juga telah terdapat |
(satu) korban, korbannya adalah anak kecil vang terjatuh ke dalam lubang
vang telah terisi air hujan. Pada usaha tambang pasie ind, hal yang dirasa sulit
wlah memisahkan antara pasir dengan lumpuor yang ada.

Mengenai  teguran terhadap permasalalan mengenai izin yang
dilakukan oleh Polsek untuk usaha pertambangan, sudah dilakukan secara
bertahap dari Polsek, Polres. Namun mengenai perizinan, merupakan
permasalahan yang tidak dapat dihindard dalam ussha pertambangan,
khususnya yang dikelola oleh masyarakat. Usaha illegal yang dilakukan
masyarakat tanpa izin, merupakan hal vang sulit untuk divrus karena mereka
selalu mengatakan bahwa hal ilu merupakan permasalahan penst. Sehingga
dengan alasan itu maka dapat diberlakukan sustu kebijakan khusus, sebagai
wulud diskresi. Walaupun sebaiknya harus ada suatu pembinaan, dahulu ada
IPR atau PETI (pertambangan tanpa izin) namun sejak tahun 2016 sudah tidak
ada laga.

Selain v, Polsek juga berpendapat bahwa kewenangan wvang

dimilikinya hanva sebatas monitoring atau koordinasi dalam segi keamanan
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saji. Muomvongkol permasalahan CSR, dabula orang vang  punva
pertambangon dan luaridak menyvampiikon rencana progroom densin jelas &
bersifal tertutup mengenal penerimann sehingea masvarskat mernsa tidak
dihargai serta tidak diberi kesempatan vang lavak oleh perisabiasn,

Fendala lain antara lain wokoh agama jugs mempersulit perusahasn,
dikarenakan memiliki pandangan vang tertutup sehingpa sulit untuk menerima
investor. Dengan hal tersebut. sering kali ingin terjadinva demo untuk
menuntut kesejahteraan (masalah SPSD namun hal tersebut tidak pernah
tenadi kurena pada akhirmya selalu ada koordinasi dari pemerintah, perusahaan
dan masyarskat (tejadin kesepakatan), Setelah itu telah diberlakukan pula
beberapa kebijakan, seperti:

|. Kebijakan KEK )
2. Kebijakan KIR

3. Hasil eksplomsi Geomin

-

Upaya penyelesaian masalah ataw perkara vang terjadi antara masvarakat
dengan pemilik usaha pertambangan dapat dilakukan dengan kebijaken, seria
sosialisasi, dan dengan hukum bila hal vang sebelumnya tidak dapal tercapai
atuu terselesarkan, Selain itu dahulu masyarakat memperaleh penghasilan kira-
kira 3 (lima) sampai dengan 10 (sepulub) juta rupiah per bulan yang berasal
dan pertambangan, dengan penghasilan tersebut banvak masyacakat dapat
metnbangun rumah secara permanen.

Selan beberapa kebijakan diatas, Polsek juga memperhatikan hal-hal
sepertl yang biasa dikenal “kirduk™ (kira-kira dukun stau ilmu dukun) dan
“kirda” (kira-kira keadaan) dalam menerapkan persturan dalam  usaha
pertambangan. Pernah terjadi kasus yang saral dengan peristiwa mistis dimana
seorang tenaga shii asing yang memaksa (menggunakan linggis dan pacul)
untuk membongkar makam vang dikeramatkan oleh wargs lokal & lokasi
tambang terkena hamaman bola api setelah sebelumnya pekerjn gagal
membongkar makam tersebut dengan menggunakan beko. Tenaga kerja asing
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tersehul seloma I"L';"'I._'I-.'Ii':'\-il hari tacal apal mienpkansamsi nwbonan setelal

dilakukan ritual permintaan masi kondisinyve polih kembali,

4. Kecamatan Karang Tanjung

Di Wilayah Karang Tanjung belum berdiri Polsek tersendin namun miasih
menjadi bagian dar wilayah kerja Polsek Cadasari. Berdasarkan hasil wawancdra
dengan aparal Polsek Cadasari, peran Polsek terhadap usaha permambanpan dirasa
masih kurang untuk wilsyah imi dikarenakan wilayah Cadasari tidak terfaly banyak
terdapat usaha pertambangan. Namun bila terjadi suatu masalah maka ferlobih duhulu
diatasi dengan cara preventif seperti didatang: secara kekeluarpaan sehingea tdak
fangsung dilakukan tindakan hukum.

Di wilayah ini ada tambang pasir dan batu vang dimiliki oleh masyarakat lokal
vaiu milik Hj. Arman. Usaha pertambangan ini dikelols sendiri, diambil dan
langsung dijual. Pada tahun 2017 pernah terjadi masalah, namun sekarang sudah tidak
ada lagi usaha pertambangan milik Hj. Arman tersebut Karena kejadian tanah longsor,
Namun tidak terdapat korban untuk masalah tersebut, hanya terdapat kerusakan-
kerusakan jalan. Sedangkan untuk masalah prosedur ataupun svarat dalom usaha
pertambangan, masyarakat tidak begitu paham atau mengerts prosedur masupun tata
cata yang benar untuk memperoleh izin "'

Usaha pertambangsn yang terdapat di wilayah ini merupakan pertambangan
polongan C atau tipe C. Untuk permasalahan izin dalam ussha pertambangan,
pemerintah daerah tidak memberikan izin namun hanya sekedar rekomendasi. Namun
rekomendasi ity tidak dilanjuti oleh pihak perusahaan, sehingga polisi tidak dapat
bertindak lebih lanjul hanyva sekedar melakukan penigawasan saja.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polsek islah memberikan taporan kepada
Polres Pandeglang serta koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Banten, lalu akan
dilanjuti atau diurus oleh Sapol PP, Sehingea dapat diproses secars (pidana). Untuk

®\Wawancars dangan Susanto (Kanit Intelkam) & Asep Saprudin (Kanit Bimas), Polsek Cimangge pada tanggal
(% Novernbser 2018,

“Wawancara dengan Bapak Agus Miftahudian {KSPK], Polsek Cadasari pada tanggal 11 Movember 2018

43



tsdley pertambongan vang dimiliki olels Hy. Avmon e lokest wilovabionva redve
nengade 2 (duaj-ada i Cadasian dun Dinas, Kebetulan untuk wilavaby vang terjod]
longsor terletak di bagion wilsyah Codasarl sehingga vang  memproses  dan
memindaklanjuti adalah Pemerintah Daczah,

Fotenst pertambangan vang berada di wilavah Desa Kadumerak, Kecamatan
boarang Tanjung tidak banvak. Barang vang di tambang hanyva golongan © vaitu tanah
dan bebatuan, tidak ada potensi untuk timah don emas. Berkensan potensi
pertambangan yang kecil maka sudab tidak ada lagi usaha pertambangan mkyar, Dulu
memang pernah ada pertsmbangan rakyat vang dilakukan secara gotong movong
melakukan pertambangan dengan palu. Barang yang di tambang seperti batu fondasi.
Potenst di dacrahnya lebih dominan ke pertanian dan perkebunan, pertambanpan
rakyat terakhir kali ada'2 tohun lale dan telah dibentikan

Aparal desa setuju dengan pernyvataan dan mantan Bupati Pandegang Heruan
Kurtubi bahwa pertambangan rakyat perlu dimajukan tetapi masvarakat disini tidak
kurang memahami pertambangan. Dahulu ketika ads pertambangan mercka mencari
informasi secara mandid dimana titik-titik untuk lokast pertambangan. Memang
pernah ada penyuluban oleh Satpol PP, Babinkantibmas, Kelurahan / Kecamatan dan
[mnas Lingkungan Hidup. Usaha pertambangan rakyat yang dilakukan pada maza lalu
tidak menimbulkan kerusakan alam karena mengunakan alat alat vang sederhuna dan
manual.

Pertambangan yang ada di wilayah Kadumerak hanya ada | vaitu di daerah
Lebak Sirih dan baru beroperasi sekitar 2 tahun. Sejauh ini tidak pemah terjadi
bentrok antara warga dengan pertambangan namun, tahun kemarin ada musibah vaitu
alat dari pertambangan menimpa rumah warga tidak ada korban dan kerugion vang
acda telah diganti oleh pertambanpan, pertambangan tidak memakai bahan kimiz
maupun bahan peledak, jika pertambangan tersebut melanggar peraluran dan
membahayakan masyarakal maka pertambangannya dapat diberhentikan, - pekerja
tambang pun berasal dari masyarakat ini dan tidak ada dari luar.

Keberadaan pertambangan ilegal sejaub ini belum diketahul informasi terkait
tentang hal tersebut. Pertambungan ilegal selain mersgikan juga sangat berbahayva

bagi pekerja mavpun masyarakat. Oleh sehab itu, masyarakal tonat ikut menjaga dan

44



mengawasi ko ade pemambangan linr meloporkon kepada kepolisian s ke

: i
kelumralion daluloe.”

3. kecamatan Cigeulis
Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Polsek Cigeulis, seharusava PT
BMNR tidak lagt beroperasi karena izinnva sudah habis, dan sepengetahuan informan

sudah tidak ada Ingi pertambangan liar, Yang bersangkutan menjelaskan babwa

pertambangan vang berada di daerahnya merupakan milik perusabaan | polisi selalu

mengawasl lingkungan sekitar dengan intel sehingga menjadi tindakan represif jika
ada yang ingin menambang secara ilegal dan selama 3 tahun kebelakang ini belum
pernah ada laporan masyarakat mengenai pelangaran mengpunakan alit peledak
wlaupun bahan kimia, dan belum pernah tedadi bentrok antara masyarakat dan
pertambangan. Pertambangan disini hanva untuk tambang golongan C. vatu untuk
bebatuan. Jika ada pelangaran atau pertambangan ilegal polisi vang dapat melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penyegelan. Pekedja tambang ada vang berasal dari Juar
daerah dan berasal dari masyarakar sekitar.

khepolisian berharap untuk para pertambangan ilegal untuk mengurus izin
lingkungan schingga pekerjaannya dapat lebih mudah dan mendapat perlindungan dan
berhenti menombang secara ilegal, dan bagi pertambangan legal untuk terus
mematuhi atwan yang ada tidak menpunakan bzhan kimia maupun  peledak,
memastikan keselamatan bagi para pekerjanya dan warga sekitar dan menghindari
proyek yang dapat merusak lingkungan sekitar, ™

Usaha tambang rakyat merupakan pertambangan vang dilakukan oleh
masyarakat, dijual dan mendapatkan keuntungan sendiri. Pertambangan rakval ini
sangat sederhana menpunakan alat yang seadanya dengan palu dan dikerjakan sccara
gotng royong, karena mengunakan alat seadanya tidak ada fakior Keamanan
sehinggn pertambangan rakyat ini dilakukan musiman ketiks musim hujan maka tidak
akan ditemukan pertambangan rakyat. Usaha tambang rakyat sering dilarang karena
tidak memiliki izin lingkungan, jika tertangkap maka biasanya akan ditutup, Untuk
saal ini, kegiatan pertambangan rakvat sudah tidak ada lagi.

Wawam:ara dengan Bapak Yani{ Stalf Kecamatan) tanggal 11 Movember 2018,
“Wanancara dengan Bapak Arkhan, Polssk Cigeatis tanggal 11 Hovember 2015,
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ik aido perambangun Hegal masvarakar akan melakukan protes diin hiasnmyi
pertambangan tegal terdapat di tempan yang memiliki kandungan enas sedanghan
potchsi perimubangan & daerah tersebut ndalsh palion jenis C. Selurog ind belum
pernah ada bentrok antara mesyarakat dengan pengusaha pertambungan dan tidak ada
kerusakan lingkungan vang terjadi, Pihak informan memberi contoh pertambangan
yang sudah beroperasi sejak 20 tahun lalu, yang dijalankan oleh pengusahe bernamas
Bobby. Apabila mereka melakukan pelanggaran seperti menggunakan bahan peledak
dan berbahaya bagi masysrakat maka perambangan dapat diberbentikan, Musvarakat
memiliki peran yang penting atas pengawasen kegiatan-kegiatan usaha pertambangan
arena fudkum adar masi kuat, ™

Menurwt  tokoh masyarakat setempat, desanva masih tertinggal  tapi
wilayahnya telah dieksploitasi habis-habisan, masyarakat tidak dapat Berbuat banyak,
Masyarakat memang tidak mengetshul apakah ada pertambangan yang ilegal atau
tidak. Masyarakat sangat khawatir apabila terjadi pertambangan ilegal yang merusak
lingkungan, pasti sangat berbahaya bagi lingkungan masyarakat tinggal, Yang
bersangkuten setuju dengan pandangan mantan Bupati Pandeglang Hervan Kurtubi
untub rakyat dapm menambang sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih memperhatikan  kesejahleraan rakvat dan
keamaanan lingkungan, Namun fuktanys masyarakat tidak mendapatkan pembekalan
oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait,

Menurut tokoh masyarakat setempat, saat ini seluruh pertambangan di daerah
sekitarnya telah memiliki izin lingkungan untuk menambang. Selama ini tidak pernah
terdengar kabar adanya pertambangan ilegal dan tidak pernah ada bentrok antara
pertambangan dengan masyarakat. Para pekerja tambang PT. BNR berasal dari luar
daerahnya dan sedikit sekali yang berasal dari masvarakat sekitamya,

Tidak ditemukan bukti terjadinya kerusakan lingkungan alam karena ketatnya
pengawasan warga lokal, jika ada pencemaran dan ataun telah terjadi kerusakan
lingkungen maka masyarakat datang melakukan protes kepada pelaku usaha
pertambangan karena merusak lingkungannya. Pihak informan tidak setuju jika ada
pertambangan ilegal karena takut jika ada kerusakan lingkungan,™

Wmvanmra- dengan Bapak Engkos [Camat Cigeubis) pads tanggal 11 Movembier 2018,
'Ll.'al.uam‘ara dengan Kang Aboh [Tokoh Masyarakat| pada tanggal 11 Navember 20148,
"Wawancara dangan Abah Datar{Tokoh Masyarakst] pada tanggal 11 November 2018,
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BAL Y

ANALISIS

A, Pengaruh  Kebijakan Hukum  Pertambangan  Rakva Terhadap  Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten

Berlakunye Undanp-Undang No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
membawa  konsekuensi  pengmbilahlihan  kewenanoan di bidang pertambangan
mineral dan batubara (minerba) oleh Pemerinmsh Pusat dari Pemerintah daersh
kabupatenkota vang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin wsaha
pertambangan di wilayahnya, Secara tersirat, tujuan dari pemanfaatan sumber daya
alam untuk pembinaan kesejahieraan sosial di Indonesia lfnlupai dalam tujuan
bernegara, Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Avat 3 UUD 45 dimana negara diberikan
wewenang untuk menguasai sumber dava alam vang berada di Indonesia,

Perubahan LU Pemda dapat digolongkan ke datam sebush reformasi permerintah
daerah yang tergolong sebagai suntu perubahan vang radikal atau drastis. Berdasarkan
UL No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat hanyas mengatur perizinan pertambangan
yang diangpap penting., Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting seperti
lempung, pasir, dan gamping perizinannya diatur oleh pemerintah daerah sclempat.
ULl Pemda tahun 2014 melahirkan beberapa perubahan kepadn pemeriutah daerah
mengenai urusan pertambangan minerba dikarenakan berpegang teguh pada prinsip
eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan strategis nasional,

UL Pemda 2014 mengambil ahli kewenangan Pemerintah KabupatanKota di
bidang pertambangan minerba mengakibatkan benturan antara pemenntah pusat dan
daerah yang tidak dapat dikindarkan. Disharmoniasi terscbut antara lain dalam bidan g
keuangan, dan hubungan pengawasan. ™

Secata normative politik hukum pengeloluan sumber dava alam di Indonesia
sudah ditentukan dalam Pasal 33 Avat 2 dan Ayat 3 UUD 45, Dalam perjalannannya.
Pasal 33 UUD 45 mengalami amandemen vang menurut Kwik Kian Gie sebagaimana

dikuip oleh Qurbani berkaitan dengan liberalisasi di sckor pengelolean Sumber Daya

* Mabita Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Legalisasi Pengamibil Ahliton Kewenangan o
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sleh Pemerintah Pusat®, farmal Legislay) indanesio Vol 13 Ne. 01-
Maret L0060 18-32,
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Adam. © Seticaknyaada taub el konstitusional vane harms dimest & dim ksstiaton
petsgelolnnn sumber duva alim vain

. Perekonominn i"l:l'lll:il.l:ﬂi] unituk mens ,|;1||i kesmmakmmuran bersoma seluruh (LA

2. Keikwtsenaan rakyuwt dalam kepemilikan | proses produksi, den menikmat]
hasilnya

3. Sesuai dengan prinsip efisiensi berkeadilan, mekanisme pasar berdasarkan
persaingn usaha vang sehat dan peransn sérta kewenangan negara untuk
intervensi jika terjadi kegagpalan pasar,

4. Peran nepgara harus dijamin dalam perencansan ckonomi nasional, membertuk

dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang serta melsksanuakan program

pelayanan dan pemberian masyarakat jupn pembehasan pajak  moupun

pemberian subsidi.

BUMN sebagai salah satu soko puru kegiatan ckonomi menguisal cabang-

cabang produksi yang penting dan menpusasai hajal hidup orang banvak

6. Kkoperasi sebagai soko puru perkonomonian  harus diwujudkan dalam
semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta serta sebagai badan usaha
ckonomi rakyat

7. Perkonomian nasional haruslah merupakan perwujudan Kemitraan sejajar
antara koperasii, BUMN, dan swasta (oda tindakan ckonomi yang saling
berbalas),"

Ly

Undang-undang No. 4 Tabun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubars
merupakan salah satu konstruksi bukum barg’ pertumbyphan hukum baro yang
mengatur pertumbuhan kegiatan pertambangan di Indonesia dari aspek lingkungan
sekaligus menyinggung tentang kemandinian pertambangan Indonesia, Nepara sehagai
badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelofaan sumber daya
alam, aturan-aturan hukum termasuk perizinan. Untuk it hares ada harmonisasi
antara  pengelolaan sumber daya alam  dan linghunpan hidup scbagaimana
diamanatken Pasal 28H UUD 45.

Negara harus menempatkan dirl/ berpihak pada kepentingan bangsa namun
demnikian UU No. 4 Tahun 2009 memiliki kelemahan karena belum memiliki UL
payung scbagai pengawas yang memperjelas  keberpihakon negara  kepada
kepentingan bangsa, konsideran UU ini tidak menyebut suaty UU sebagal wmbrella
act dalam pengawasan pelaksanaanya, Negara sebagai pembual Kebijakan dalam UL
Minerba tidak memiliki sikap yang jelas terhadap keberpihakannya kepada negara

atau kepentingan rakyat. Disamping itu negara cenderung mengabaikan fenomena

v Hudriyah Mundzir, et all, "Politik Hukum pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan

Fendekatan Economic Analysis af faow® Prosiding Sentia 2016, Pitoteknik Neger Malang Vol §- 155N 2085-
2347, hal, 19,

"™ g
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kemmemukan hukum dafam kebijakan, penvusuman instrumest Dok, matipun
doliam mmplementasi hukum melalyi politik pengabaikon fokin kemnjemukan hukum
sehinpes secara normative mengabaikan dan mengpusur hak-hak masvarkatkearifan
Yokal *

Sementara W dari sudut pandang masyarakat, bailk buruknva suatu usaba
pertambangan divkar dari kemampuan perusahaan dalem membangun sipergi dolam
masyarakal serta  lingkungan sekitar, Pengusaha  pertambangan di  Indonesia
mengalami dilemma dimana telah terjadi inkonsistensi regulasi dalam pengelolzanya.
Pesun moral Pasal 33 UUD 45 belum dapat diaplikasikan dalam kegiotan wsaha
periambangan karena pemerintah (negara) tidak berkemampuan dalam penguasaan
teknotogl canggih vang berperan dalam meningkatkan nilai tambah. Hal ity juga
mengakibatkan marginalias: peran negara vang cenderung dipandang sebelal mata
oleh pemilik modal sehingga ketersedisan sumber dava dlam tidak menjamnin
terwujudnya kesejahteraan masyarakat suatu negars tanpa dukungan penguassan
teknologi, keahlian managerial, dan akumulasi kapital,"™

Eksploitasi  pertambangan  vang  dilakukan oleh  perusahaan-perushaan
pertambangan hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan terkenal ssja. Banvak
perusahan  dalam skala kecil tidak mendapatkan izin  dari pemerintah,
Ketidakmampuan dan keengganan pemilik perusahasn membayar beberapa iuran
tetap dan turan lainnya kepada pemerimiah kabupaten, pembrian izin tambang yang
tidak merata kepads setiap perusahaan dan semwa hal ini mengakibatkan banyak
terjadinya kegiatan-kegiatan penambangan illegal vang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan kecil."™

Target dan implementasi kebijakan pertambangan ini adalah adanya keterturan
dan perizinan yang jelas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan eksplorasi
kegiatan pertambangan. Secara teknis sudah tercapai yaitu dengan adanya aturan yang
jelas bagi perusahaan-perushaan yang akan melakukan kegiatan pertambangan namun
hasil dari implementasi kebijakan pertambangan ini tidak optimal bagi masvirakat.

* Ibid

- Loc.Cit, hal 189

! Rull Kurnia, “Implentasi Kabijakan Pengelolaan Sekdor Partambasgan”, Jurnal Demolrasi dan Stonomil
Daerah, Voleme 11, No.2, fund 2003, il 76,



Balum adn Fomethus lnngsung Kepodin missairnk et |~;.'I'L-|1;1 penngkotan perckonamian
mwasvatabol, bunvd berdompik pads peninekstan harga jual tanah,’"

Founniims dan Konlitas sembor dava manasin (SD8) sangil menentukn kinerja
Dimas Pertambangan, oleh sebab ftu uniuk meningkatkan kualiias kerjanya perlu
ditingkatkan  Kuslitas sumber dava  manusiz  dengan  memperhatikan  tingkat
Pendidikan formal, pelathan, rekms fungsional dan pendidikan kaner.'™

Keunlungan yvang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan pertambangan hanva
dirasakan olel beberapa kelompok, Sementara dari target kegiatan, implementasi
kebijakan sekior pertambangan hasilnya dapat memberikan sumbangan pada PAD dan
mumpu memberikan lapangan  kerja sera meningkatken perkonomian msyarakat
setempat, namun bdak bisa memberikan sumbangan langsung bagi pepingkatan
perkonomian masvarakat. Tidek sdanve komitmen dan koordinasi vang jelas bagpi
pelaksanaan kebijakan menjadikan permasalaban baru vaitu timbulnyva kegiatan-
kegiatan pertambangan illegal vang dilakukan oleh masyarakat setempal tanpa adanya
izin vang jelas.'™

Aktor yvang sangat diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan
pertambangan (batubara) dalam masyvarakat dengan kriteria prioritas adalah polusi
udara, schingea alternative starteginya adalah melakukan kegiatan program ramah
lingkungan dan reklamasi lahan tambang, dalam rangka melakukan perbaikan kondisi
fisika, kimia, dan biologi tanah, pengendalian aliran permukaan untuk mencegah
erupsi dan longsor serta melakukan penanaman  pohon-pohon  prionic untuk
penghijavan sekaligus bernilai ekonomis.'™

Terkait dengan adanya potensi konflik dalam kegiatan usaha pertambangan,
terdapat 3 pendekatan yang berguna dalam memberikan arah kebijakon taktala
kebijakan publik ada dalam konteks konflik yang menurut Riant Nugroho adalah ¢

|. Pendekatan demokratis, demi kebaikan bapi sebagian besar orang
Febijakan vang memberi manfast bagi mayoritas public daripada
sebagian kecil publik. Padu pelaksanaanya, pendekatan ini ssngat sulit
karena ada bias elite, ada bias teknokratis, sera ada keterbatasan
pemahaman dalam bidang kebijakan publik.,

5 1l Hal 59

(1] ibid

" 1bid. hal 70.

'™ feuku Ade Fachlewl, &1 all, "Dampak dan Evalvasi Kebijakan Pertambangan Batubara d| Kecamatan
Mereubo®, furnol Aisaloh Kebijoko Pertanion dan Lingkungan Val Z No.2, Agustus 2015, hal 178-173,
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2 Pendekotan Biovin ik veiile. ke pnpalian kebijakon publik akan

MeRranyal dampad vinp sanpat besar bapt kehidupan berssin.
Pendekotan dengn jradigma deflberative, penetapan: kebijokon vany
: AT, .y i Ik
paling mungkin diternna oleh prbok vong beckonflik
4. Implementasi kebijakan  perambangan - belum  oplimal

dilaksanakan dari sisi aspek standar dan sssaran. surmher dave, agen
pelaksana, karakteristik pelaksana, suasana ekonomi politik. "’

Khusus kasus di Kabupaten Pandeglang dimana poada kepemimipinan Erwan
Eurtubi yang mengharapkun potensi pasir besi teteap dapat dikelols oleh miasyaraka
mengingat berdasarkan ketentuzn Pasal 8 ULl Minerba, hal ftu ditetapkan sebagai
kewenangan pemerintha kabupaten ! kota menglnzat di Kabupaten Pandeglang tinfkat
Pendidikan rakvat sccara tadisional secars twrun temurun vang tidak memliki
pengetahuan hukum hahwa setiap kegiatan usaha pertambangan walay dalamn skl
kecil memerlukan izin.

Celakanya kegiatan PETI seperti ity tidiak termasik dalam skema pembinson
dan pengawasun vang seharusnyn menjadi puncak skala prioritas pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten / kota untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan dalam
rangka pemberdayaan masvarakat vang berkewajiban okibat proses pembangunan
yang cencerung mengabaikan pemerataan dan telah menyebabkan terjadins proses
permiskinan strukturul,

Kebjjakan yang divuslkan oleh Erwan Kurtubi tersebut sepatuinya mendapat
perhatian yang memadal mengingat minerba sebagai bagian dari sumber daya alam
merupakan unsur penting darl pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebagaimana pernah
dikemukakan oleh para pendiri bangsa dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
sebelum dilakukan amandemen. Bagasimanapun juga berbagai kebijakan tentang
penyelenggaraan penguasaan sumber daya alam tetap harus memperhatikan kualitas
sumber daya manusia, sumber daya modal maupun sumber daya buatan yang telah
berhasil dikembangkan pada kurun waktu tertenty.

Adapun Progress indeks pembanguns manusia/ [PM Kabupaten Pandeglang per
2010 hingga 2017 mengalami peningkatan namun demikian hal tersebut tidaklah
terlalu signifikan mengingat pada tahun 20010 indeks pembangunan  manusia

™ Op. Cit hal 63-64.

" Hambali, “Implementasi ¥ebijakan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kecamatan Banawa Kabupaten
Donggala”, E-lurnal Ketalogis Volume 4 No. 11 Novernbier 2015, hal 38,
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indeks pembanguns manusia adalah sebagal berthut:
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Merujuk pandangan Penasehat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan
Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansve Sopacus yang
mengatakan bahwa, selama ini sejumlsh langkah pengurangan kesenjangan memang
sudah ada di program Nawacita Jokowi. Namun, jurang kesenjangan belum besiar-

benar menyempit. Berdasarkan data vang ada, diketalni bahwa [PM Indonesia

- hitpsy/pandeglanglkab. bps.go.jd/



mengalomi peningkntan nemen belunysignifikon Earenn peda tahun 2005 1M tepsebor
seasar U689 (unpkar 115 dan 188 negora di dvmin), IPM im memingkat sekitoe 30,3
persen dalam 25 whun terakhiv, Ada sepumloh indikower kesenjangon vang benolak

belakang dengan pemngkatan IPM werscbut, vaitu sebhagal berikut

L Timgkat kemiskinan dan kelaparan, UNDY mencatat sekitar 140 juta orang
Indonesm yang hidup dengan biva kurang dan Rp20 ribu per har dan
19,4 juta orang menderita gizi buruk.

2. Tingkat kesshatan dan kematian, tercatat dua juta anak di bawah usia satu

lahun belum menenma imunisasi lengkep. Angka kematian ibu sebanyak
305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

3. Akses ke lavanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak
tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkal dikeloarkan
dari sekolah vang lirlg_gi.":";I

Ketertinggatan ini multi dinamis, misalnya dari sisi gender, perempuan akses ke
sekolahnya minim, informasinya minim, risikonya semakin besar, dan ini cenderung
diteruskan ke generasi selamutnya. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut. UNDP
melihat setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah yaito

|. Pertama, memastikan mercka yang tertinggal mampu menggunakan
kebijakan  wmum, Pemenntah  perlu memastikan perumbuban vang
inklusif dengan fokus menciptakan lapangan kerja, inklusi Keoangan
untuk menjoaga kaum miskin, dan investasi pada pooritas pembangunan
ITIATT LS 1.

2. memastikan langkah-langkah untuk kelompok dengan kebutuhan khusus,
mizalnya dengan memberikan Fasilitas subsidi khusus,

3, memastikan  ketshanan  dalam  pembangunan  manusia,  contohnya
mengombinasikan  perlindungan  sosial  dengan  steatepi  penciptaan
lapangan  kegja  yang  tepat, penvedisan penghssilan  hidup, dan
menyesuaikan propram ke konteks lokal

4. memberdayakan mereka yang tertinggal, seperti mencgakkan hak asasi

mausian dengan menghormati dan mengimplementasikan perjaniian hak
asasi manusia internasional.'"

IPM untuk Indonesia menunjukkan bahwa setelah begitu banyak kemajuan
yang dicapai, langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tingg
adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan, khususnya untuk provinsi terpencil
dan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Helen Clark, administrator UNDP

cara mengatasinya adalah dengan menghilangkan norma-nornea sozial dan hukum

™ hirps:/ fwww. conindonesia.com/ekonomi/ 201 70322 162446-78- 20208 1/ fanking-indiks- pembaniunan
manusla-indonesia-turen-ke-113

P ad.
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yang diskominatit. dan mengatas: akses vanpg tdak setars terhadap REIR ARSI R LY
perditik vang telal menghambur kemajuan begitu banvak orung, kemiskinan bisa
diberants dan pembangunan vang damad, adil dag berkelunutan dapat dicapai
untuk semua vrang, '

il pemetintah Indonesia sigap dan cakap mengeloly investasi pendidikan anak
bangsa, Teniu saja pendidikan vang berkuslitas, meras. dan lerjangkau oleh sepenap
anak bangsa tanpa terkecuali. Tidak ada jurang antirs si kayva dan si miskin: semua
mendapat kesctarnan dalam mengakses pendidilkan, Kesempatan vang lerbuks lebar
serta pendidikan berbasis forward looking ini, simpul Mason, akan menghasilkan SDM
Induonesia yang terampil, kompeten, berkunlitas. dan mampu menyiasali peluang
dengan haik. Sebaliknys. jika pemerintah setengah hati mempersiapkan  investasi
pendidikan, menurut Mason, akan terjadi musibah bahkan kutukan dari bonus
demogrufl . Akan melimpah SDM di Indonesia vang rendah kompetensi dan tidak
mampy menyiasati peluang yang ada. Mereka akan menpambah jumlah angka
pengangguran, vang tidak urung menimbulkan problem sosial palik dan cumir.

Sehagal perbandingan, Kesepulub negara terbaik i dunia mengenal Tingkt
perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dikemukakan sebngai
berikut

Selandia Baru, mendapal peringkal 9 untuk Indeks Pembangunan Manusia tabn
ini dengan skor 0,913 yang menyamai Kapada. Tahun 2014, Selandis Barg
memiliki mlsu [ndﬁkq,. »‘E-Emhaumnm Mqﬂmm ssbqw &;ﬁu ummdnduh

7 Rabads tmﬂapmpp@fmﬁmi"" i
sempat mendudub P@ﬁ!ﬁkﬁxﬂ I;li}ﬁl!f Iﬂﬁﬂk& F‘m}i’ﬁ@;m Manusia dengan
jumlah skor 0,912, Kanads merapakan negara terluas nomor 2 di dunis sctelah
Bussia dengan jumlah penduduk sebanyak sekitar 355 juta jiwa Kanada juga
memiliki angka horapan hidup sebesar 82 dan angka harapan rafo-rata Jamea

hitprffwwew.id undp org/tontent findonesiafid home)| e/predscenter/ pressreleases) 201703/ 23/ indanesa-s-
hyman-development-index-rises-but-ineguality-remaing- htmi
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pondililan seheaar 129, Pevtumibalun Indeks Pembuissunan Numvista Yoeanada

¥ | ] -
alaard by 20100 adalah selyesgr 0U2%%,

o Amerika mendupal peninghat ¥ wntok Indeks Pembapgonan Mimusis el tahn

2013 dengan jumibah skor 0915 Tahun 2014, Amerika Serikat menduduki
pernghal Tdengan jumbah skor (1913, MNepara terbesar nomor 3 di duma dengam
jumlahy populasi sehanyak sekitar 3226 juta Jiwa ini memiliki anaks hatripan
hidup sehesar 79,1 serta angka bamapan mta-rata lama pendidikan sehesar 16,5,
Irlandia mendudoki peringhat 7 untak Indek: Pembangunan Manusia puda tabum
23 jumbah skor 0,916, Tahen 2014, Idandia menduduk perimgkat & yang
sebelumnya berada dif bawabh peringkat Amerika Serikat, dengan jumlah skor
U212 Irlandia memiliki jumlah penduduk sebanvak sekitar 4,7 juts Jiwa dengan
arigkn harapan hidup sebesar 80.9 serta angka harapan tata-rat hma pendidikan
sebesar 18,6, Irlandia memiliki pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dari
tahun 2010 adalah sehesar (.21%,

+ Jerman menduduki peringkat 6 untuk Indeks Pembangutian Manusia pada tabun
235 dengan jumlal skor 0916, Skor serts peringkat Indeks Pembangunan
Manusia Jerman tetap konsian bila dibandingkan dengan Indeks tabhun 2014
Jerman memiliki jumbsh penduduk sebanvak sekitar 82,7 juta jiwa dengan angka
haragan hidup schesar 80,9 sera angha harapan tata=rata lama pendidikan sehessr
Vs Jerman memiliki periumbuban Indeks Pembangunas Manusia darl tahun
2010 adalah sebesar 0.26%.

- Belanda menduduki peringkat 5 untuk Indeks Pembangunan Manusia pada tahun
ini dengan jumlaly skor 0,922 Tahun 2014, Belanda juga menduduki peringkat
yang telap dengan jumiah. skor 0,920, Memiliki jumlah penduduk sehanyak
sekitar 168" juta jiwa denpan angkn harapan hidup Sehesar §1.6 serta angka
haripan  matd-rata - lama - pendidikan  sebesar 17,9, Pertumbuhon  Tndeks
Pembangunan Manugia Belanda dari 1ahun 2010 adalah sebesar 0,34%, -

- Denmark mendudubi peringkar 4 unwk Indeks Pembangunan Manusia pada
tahun 2015 dengan jumlah gkor 0.923, Tahun 20014 skarnva sama dengan tabun
2015, Angka harspan hidup schesar 80.2 senta angha harapan rata-rata lama
pendidikan sebesar 18,7, Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Denmark

darl tahun 2000 adalah sebesir 0,47%,

- Swiss menduduki peringkat 3 Indeks Pembangunan Manusis pada tahun 20135

dengan jumilah skor 0,930 Tahun 2004, Swiss welap menduduki peringkat 3

a3



derpnn jundah shor 0828 Swiss memiliki umiak Pospuatanl siehuwal sekitar 8.2
jutn jiwe clengan angka harpan hidup sebesar 82 serln anpka harapan rata-ral
ki pendidikan sehesar 13,8, Perumbulun Indels Pembangunan Mannsia Swiss
dary tahuan 200 (0 adalah-sebesar 0,145,

9. Auvstralia menduduki peringkat 2 untk Indels Pembangunan Manusia pada tahun
203 dengan jumlah skor 0935 Tahun 2014 tetap mendudubd peringkat 7 dengan
Jumlah skor 0.933 Memilils jumlah penduduk seoanvak sekitar 236 jola jrwn
tengan angks harapan hidup sebesar 824 senpn aneka harapan rata-rmia lama
pqndiﬂikans_ﬂ::mr.iﬂ?_- Perumbuhon Indeks Pembangungan Manusia Austrabia
dari tihun 2010 adulah sehisar 0,14%,

10. Norwegia sudah 6 whun mendominasi peringkat | berturnt dolag  Indeks
Pembangunan  Manusia  dengan skor 0,944 Fahun 2014 skar Indeks
Pembangunan ‘Manusia- Norwepin adalah 0,942 Memiliki jumiah penduduk
sebanyak Sekitar 51 jute jiwa i memiliki mnicka harapan hidup sehesar 816
setta anghka harapan rata-rata lana pendidikan sebesar 17.5, Perumbuban skor
untuk Indeks: Pembangunan Manusic Norweeia dari whun 2010 adalah webegar
U424,

Sebagal Informasi tambahan, telah dikemukakan peringkat 11 hingga 20 TPM
yaitu sebagai berikut ;

1. Singapura, 0,912

"2 hteps: kas u:t.id,!l_:hrgag,-'_ﬁﬁﬁe:J‘EEIEE&{M‘;‘?]E;I:dSE_q-j'lm-dlg-]!!-ggga_rﬂ_mgan-nir:ui-m;l_eﬂ
embangunan-tertinggi-di-dunia-tahun-ini/
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sementars i, Liporan PBB memperlibatkan balwa telal by bl vlomiut s
aotard pertumbiihan ekonomi dan kemajuoan pembanemmon monusie. Sebagai oontish
India yang mengaltami pertumbuhan ekonomi pesat 1ermyata terpuruk Ji wreutan ke 114
dalam peringlkat HDI, di bawsh wetengganva, Srilanka, Pakistan, din Bangladesh.' "

Berdasarkan surat Menteri Tensga Kerju (Menaker) BRI nomar B.240/K4-
NAKER/PHUSK-UPAH/X/2018 tangpal 15 Okwber 2018, Upal Minimum
Kabupaten (UMK) Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 8.03% pada
tahun 2019 vaitu menjadi sehesar Rp 2,542,539 jika dibandinghon dengan tahun Lalu
hanya sehsar Rp 2.353.549, ™. Kenaikan upal tersebut juga mengacy pada data inflasi
nasiorial 2,88 persen dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB} sebesar 5.05
persen. Besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten vang telah diteken oleh
(Gubernur Banten WH mengalami kenaikan 8,03 persen. Memadi sebesar Rp 2267965,
lebih tinggi dibandingkan besaran UMP tahun 2018 vait Rp 2090585, LIMK tertinggi
di Bamen 201% adalah Kota Cilegon schesar Bp 3.913.078.44. sedanpkan
terendah Kabupaten Lebak Rp 2 498 068 44

Sccara lengkap, Besaran UMK di delapan Kabupaten / Kota di Wilavah Provinsi
Banten adalah sebagai berikut :

|. Kota Cilegon Rp 3.913.078,44

2. Kota Tangerang Bp 3.869.717, (0

3. Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368.19
4. kabupaten Tanperang Rp 3 841,368,190
3. Kabupaten Serang Rp 3 827.193, 19

6 3.366.512, 71

. Kota Serang Rp

Kabupaisn Rp 2.498 06844 /"

o

Sebagai perbandingan, Kabupaten karswang meretipkan UME  sehesar Rp
3.919.291 (Tahun 2018) Sedangkan kabupaten/kota yang menetapkan LIME terendah
yaitu Kabupaten Banjamegara, Jawa Tengah vang sebesar Rp | 490,000,

Sementara ite, untuk tingkat kriminalitas tedadi penurman kasus paca tahu

2018 diantaranya tindak pidana dari 497 kasus jadi 299 pada tshun 2018, Cumnmor

i W ol ia.com imbabwe-terburub-norwegis-terbaik-untuk-tingzal-
L0657 FHESE/REE5T Btml
1“h_ﬂ@{mnhar-ban;gn.ﬁgm{umkﬂgm;m-nalk-aul-uersenj

i hitp:/fjateng. tri bumgwg,wg{daMr-Iungl::a_g-umi.-zuiﬁl- pravinsi-banien-tertinggi-kota-

ciegon-terendah-kabupaten-lehak Tpages3
hitps. S liputank, com/bisnis/read /218317004 provinsi-tetapkan-ymk-201 B-datrah-mana-yang.

kartinpgi
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oy V85 mspuh 133 kasus. laka lantas daf 16T meaqadl 13007 Kalg Kamalne
Prnsdeglong puda acum kebeidoskop wentmmg copsinn kinerja ving chifihokan Moines
Pandeglang seloma 2008 Adapun jumlab perkarn yang ditaneani olely pengadilan
nepert pandeglong pada @ahun 20013 mencapat WERG Rusus whun 2016 (AT il
L LB kasus,' '™

Berdasarkan data BPS. persentise anska kemiskinan di Pandeglnng tabhun 2017
sarhsar 974 % o Angka inl naik 0,07 % dari tahuan 2006, Tingkar kemiskingn tertingpi
di Bunten, disusul oleh Kabupaten Lebak. lustru kabupaten yang termasuk salah saty
diveruh tertinggal 1. menunjukkan tren vang positif, Persentase kemiskinan &i Lebak
bl 2016 sebesar B.71 persen, Namun tahun 2017 turun menjadi 8 64 persen.''

mementann itu, usia 10 whun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di
universitas/perguruan ingel hanya 2.9 persen. sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
.83 persen. yang belum tamat sekolah dasar atsu madrasah ibtsdaivah 33.23 persen
Angks rate-rata sekolah hanya 644 persen. Masih cukup banvak warga vang
penyandang buta aksara atoy buw hurul, Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi
Banten, per Agustus 2000 jumlah warga penyandang buta huruf di K abupaten
Pandeglang sebanyak 29283 jiwa. Pengetasan bow huruf atau buta aksars merupakan
salah program prioritas sektor pendidikan. Warpa yang masih buta aksara i, tersehar
di 35 kecamatan di daerah itu, namun terbanyak di wilayah pedesaan aou sekitar 70
persen sedangkan 30 persen sisanya di perkotaan,'™"

Angka putus sekolah 2017 sebanyak 475 veang, naik dibandinglkan tahun lalu 459
orang. Dari jumlah angka putus sekolah tersebut sebanyak 254 murid sekalsh dasar dan
22| orang sisa sekoleh lanjutan tingkat pertama (SLTP), tersehar di 35 kecamatan di
Kabupaten Pandeglang. '™’

Berdasarkan paparan data tersebul di atas. tedihat bahwa kebijakan hukum
pertambangan rakyal sebagaimana tertuang dalam UL Mo. 4 Tahun 2009 lentang
Fertambangan Minerba yang dianulir UL Na. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahin
Dacrah tidak memberikan pengarub positif terhadap tingkat kesejahtersan di Kabupaten

" hittps /anten antaranews.com/berita /32563 fangka kiiminglisasi-di pandegling pada-2018-turun

it |];|ns:gﬂggggda.hanrmnrgu.gg,id{uﬂnad{@;ﬂﬂ%ﬂﬂmﬂﬁﬁhﬁlnmﬂ-

LOTA/K AR 20PANDEGLANG,/Pandeglana®2003lam ¥ 20Angka%20201 7. pdt
“I'htr_.ﬂ:,g,-_'rri.g;.iﬂ."gn55§Eiu,-"_51u§§?.-_';]a=;ah miskinan_di pandepla flinggi sebanten ngik 007 pers

en_dari tahun sebielunnya hym)
o https fianten antaranews com/beritas 5645/ partisipasi-pendidikan di-pandeglang-masth-rendah
s bitps: e cendanangws comy 201 B0 fangka -putus-sekolah -di- pandeglang-masih-tinggel.htm]
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Pardeghone dalban ral mi menemyali periieka ke 7 dord 8 CSTIATRTR TSGR TTRTEY N W [
Proveinst Hanten. Demikion pula rendghnve tingka pepdidilsm s tinmeinss aneka
hejaliotm di Kabupaten Pandeslang dimang beberaps kaisus Korupst besar dilakakan
olel penbal

Mengaet poda hal tersebut, diperlokan komitmen vang kuat, dedikasi yang tingpi,
serin integritas pimpinan daesuh Kapubaten Pandeglong dan Provinsi Banten secara
lebih uniwm apar potenst sumber daya alam vang ada benar-henar dikelols secara
prafesional dalam mencapai sebesar-hesar kemakmurm rakyal, Mencermati berbega
lemusn lapansan di Kecamatan Caritg, Cibaliung, Cimanggu, Karang Tanjung, dan
Crgeuhs umumnya pentambangan rakyit vang terjadi secar illegal dilatar belakangi
oleh  persoalan perwd sebagai konsekuensi logis dari tingkat pendigdikan dan
kescjahteraan yang rendah. Oleh karenanva, kebijakan hukum sebagaimana diatur
dittam ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 UL Minerba yang mengkategorikan kegiatan
FELT sebagai tindak padama perlu diberi wifsir ulang mengimgal kondisi objekiif vino
ada di dalam kehidupan masyurakat, dalam hal ini pengenaan sanksi pidana seyogvanya
hanya ditujukan kepada mereka yang secara fnansial sesungeuhnye memiliki
kemampuan dan pengetahuan untuk mengurus perizinan namun tidak  memiliki
kemauan untuk it aas dasar alasan menpurangt biava operssional. Pada pengusahn-
pengusaha semacam flulab sepatutnva isi ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 UL
Minerba tersebut di atas diterapkan secarn e,

Sementara bagi masyarakat kecil yang melakuken kegiatan PETI secara
tracisional apalagi mereka ndalah penduduk lokal sekitar, perlakuan vang seharusnya
dilakukan  dengan  mengedepankan aspek non-penal'™  melalui  pembinaan  dan
pengawasan maupun bantuan modal. lebih dari itu sebagaimana diketahui bersama
bahwa poda esensinya, hukum pidana merupakan witimum  remediem sehingoa
pengenaan sanksi pidana hanya perlu diterapkan dalam situasi yang sangat terpaksa.

Pada kenyataan di lapangan. khsusunya di Kecamatan Cimanggy dan Korng
Tanjung: menerapkan diskresi aas dua pasal wesebal serta mengupayakan medipsi
antara warga masyarakat yang melakukan PETT dengan perusahaan pertambangan yang
oeraperast d wilayah tersebut schingga warps masvarakat i dapat menjadi tenaga

ketja i perusahaan yang bersangkutan. Apalagi di Kecamatan Cimangpy  apara

¥ tae, Cit, hal, 146
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkroniasi Kebijakan Pertamban gan
Rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten

Rajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selalu dijadikan landasan dalam pengelalaan
pertambangan di Indonesia dan menjadi isu vang lebih bermonl keadilan ckonomi
ketimbang  keadilan  ckologi.  Pengelolaan  ekonomi  yang  berhubungan  dan
berbasisikan penggunusn lahan atau sumber dava alam selalu mengesampingkan
aspek lingkungan., Mepsra bukan saja melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal
dalam hal melindungi masyarakatnya i :

Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi
dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sekior pertambanpan,
Pengussan Negars atas pertambangan denpan sebesar-besar kemakmuran rakyat
menimbulkan kewajiban Negara yaite bahwa segala bentuk pemunfantan sumber dava
alam pertambangan serta hasil yang didapat didalamnys (kekayvasn slam), harus
secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,

Negara dapat menjamin segala hak-hak rkyat yang terdapat di datam dan di atas
bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, Hal-
hal tersebut yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan permgrintah
daersh dalam rangka menentukan arah kehijakan di bidung pertambangan Secars luas
penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawassn vang dilakukan
oleh pihak vang berwenang.

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dapat mengeluarkan surmt
keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnva berdasarkan pelimpahan wewenang
tadi, akan tetapi pelaksanaan penguasann Megara atas pertambangan baban galian
golongan a dan b tetap pada Menteri ESDM, sehab pengertian periambangan rakyai
adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital {golongan b)
vang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahnya terdapat
bahan gahan yang bersanghutan Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah
MNomor 75 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967,



Ekststensi PETT (Pertambangan Taipa Ezn) disehabkan oleh fktor pemicy hail
imernal maupun eksiemal, D sisi lain, masvarakat menile sdn sust komodits
tamibang i sekitar  wilayahnya  yang  dopat divsabiokan puna  memberiban
kescjahterzan bagi meraka sehingga praktik PET] pun dilakakan, Rumitnya proses
perizinan tambang rakyat sulit dipenuhi oleh masvarakit kecll dengan kualitas sumber
daya manusia yang sceara wmum terbilang rendsh dan kemampuan finansial terhatas
Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya prakiek-prokiek pertambangan
rakyat illegal.

Secara prakiik regulasi terdapar kendala dalam pelaksanaan, khususnyva mengena
syaral-syaral pemberian [PR scbagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No. 23 Tahun
2010 yang mengatur untuk mendapatkan [PR. Svarat vang sulit dipepuhi oleh
penambang rakyat, yaitu sysrat teknik. Persyaratan teknis sebagnimania diatur dalam
Pasal 48 Ayat (2) huruf b. Menurut ketentuan pasal Pasal 9 Ava (3) fiv Pasal 11 Ayat
{1}, Pasal 13 Avat (3) huraf (e), UL Momor 23 Tahun 2014 Tentang Pemernmtahan
Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urisan Permerintahan
konkuren.Pemerintah  Pusat dalam  membentuk kehijakan harus memperhatikan
kearifan lokal dan sebaliknya Dacrah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam
bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan
nasional,

Seperti diketahui  Bersama bahwa suaty  kebijakan senantiass memust di
dalamnya kepeningan pihak-pihak tertentu memuat di dalmnya kepentingan pibak-
pihak tertentu sebapai persoalan sinkronasi kebijakan sangat ditentuksn oleh ada
tindaknya pertemuan kehendak / keinginan sebagai wujud kepentingan vang berhasil
dimunculkan ke permukaan walau dalam realitasnya selalu saja ada friksi dan / atau
konflik kepentingan diantara sekian banyak pemanghku kepentingan

Banyak hal bisa terjadi dalam proses tersebut karena bisa saja terjadi pihak-pihak
tertentu berusaha mendominasi keadsan situesi dengan mengesampingkan bahkan
mengabaikan sama sekali kepentingn pihak lain. Sermentara disisi luin ada sajo pihak
yang setenpah hati atau bersikap pasrah tehadap keadaan vang terjadi baik karena
pertimbangan spiritual dengan berharap kekuasaan yang maha kuasa menjadi penentu
hasil akhir atau tidak memiliki keberanian untuk berjuang / memperjuangkan
kepentingan baik secara persuasif, represif, atau koeresif

Ada pula pihak yang berupava menempuh jalan tengah dengan mencobi

mengupayakan wituk mengakomodasikan pihak dalam perumusan suatuy kebijakan

Bl



vang dengan ttu mhaknya divempotkan pade peristiwa vang lebih bail; st <ocar:
velutif sedikit kurang divntunghan untuk membangun consersus secor lebil luas dor
HAE LS.

Pesan morul yang diamanatkan Pasal 33 Avat 3 UUD 45 mencgaskan balwa
peaguasisn sumber daya alam diantaranya pertambangan ditujukan untuk mencapal
sechagian besar kemakmuran rakvat. Rumusan  terschut sangut  dekat dengan
pandangan alivan Utilitarianisme sebagaimana ditegaskan oleh Jeremv Bentham
bahwa tujuan hukum sdalah “the greatest happiness for the proatese  mumbers ",
kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebaryak-banyaknya ruang,

Pilihan kebijakan hukum bidang sumber daya alam sebagaimana Pasal 33 Avat 3
UUD 1945 yang dapat dikatakan bercorak hedonism etis ity terbilang realistik
mengingat hampir tidak mungkin negara dapat menjangkau selufuh rakyat yang
berdiam diberbagai tempat entah di pelosok desa atau hidup di tengah-tengah wilayah
perkotaan. Belum lagi kendala kultur, tingkat Pendidikan, agama vang dianut, dan
sebagainya,

secara normalif, pesan moral pada bapak bangsa sebagaimana tertvang di dalam
Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan para pembentuk undang-undang
(Presiden & DPR) dalam merumuskan berbagai ketentuan tentang penguasaan sumber
daya alam sebagai konsekuensi logis perbedaan hirearki berdasarkan teori jenjang
studenban  theory sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen vang lalu
dikembangkan oleh Hans Nawiasky. NAmun demikian tidak jarang pembentuk
undang-undang mempunyai sudul pandang dan kepentingan tersendiri dengan sudut
pandang dan kepentingan perancang konstitusi.

Hal senada terjadi atas diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang memuat kebijakan tentang kewenangan pemerintah pusat,
provinsi, yang menganulir keewenangan bupati / walikota dalam penyelenggaraan
pertambangan minerba yang diatur dalem UU No. 4 Tahun 2009, keseluruhan
kewenangan itu diusulkan kepada pubernur. Kebijakan tersebut berimplikasi serius
terhadap praktek PETI karena pengusaha bidang pertambanpan terkendala fakior
geografis, persysratan teknis, khususnya pada pertambangan rtakyal, Persoalan
tersebut juga menimbulkan sengheta antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat seperti yang terjadi di Kutai Timur mengenal kewenangan pemetaan wilavah

pertambangan dan pemetaan wilayah [P,



rbijakan penambangon sebagpimana wemum dalam UL N, 32 Tabun 2014
tentang Pemerintaban Daeeah vang bersifat sentralistik, sementara UU No. 4 Tahun
AU0Y - tentang Penambangan  Minerby  bersifil  desentralistik  menvebabkan
mplementasi kebijakan tersebut tdak optimal, Berkensan dengan ity sebapimana
dikemukakan aleh Riant Mugroho, perly diterapkan beberapa pendekotan dalam
memberikan arh kebijakan vakni pendekatan demokratis, pendekatan biayn, dan
pendekalan deliberarive, Pendekatan mana penting dilakukan mengingat kebijakan
pertambangan vang ada dalam UL Mo, 4 Tahun 2009 mavpun UL No. 32 Tahun 2014
belum memenuhi aspek standar dalam sasaran, sumber dava, agen pelaksana,
karakieristik pelaksana maupun suasana ekonomi politik.

Jangan sampai terjadi resistensi atau perfawanan dari warga masyarakat setempat
kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat karenn pejabat yang berwenang
cenderung membela kepentingan orang kaya dun berkuasa masvarakal secara
naluriah menuntut perlakuan vang adil dalam bentuk perlindungan hukum oleh
aparatur negara. Walau dalam beberapa hal, penyclesaian sengketn secara informal
melalui mekanisme mediasi kerap dianggap sebagai jembatan namun  dalam
kenyataan di lapangan, kearifan lokal itulah vang meredakan konflik pertambangan di
Kabupaten Pandcglang.

sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat hubungan terbalik
antara kekayaan sumber daya alam dengsn keberhasilan proses pembangunan yang
berlandaskan pertumbuhan ekonomi. Benar kiranva babhwa dalam beberapa hal,
kekayaan sumber dava alam kerap menjadi peda bermata dua, ia dapat dipersaksikan
sebagai rahmat sekaligus kutukan, Aparatur negara perlu membangun relasi atas dasar
kepercayaan secara horizontal dengan warga masyarakat maupun secara vertikal
dengan pejabat yang ada di atasnya,

Hal itu penting artinya agar di satu sisi masvarakat bisa menerima berbgal macam
aturan yang diciptakan secara sukarela dan pada waktu yang sama antar pejabat pada
level yang berbeda di tingkal kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terjalin persamain
presepsi fas pesan moral yang dismanatkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana
tertuang dalam Fasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang dengan itu para pejabat terkait dapat
saling bersinergi satu dengan vang lainnya, membudayakan koordinasi antar lembaga
secard wiuh dalam rangha mengupavakan secara sungpuh-sunggub terwujudnya

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



I"exsontnnnye adaluh kerap kali perobat di tngkot knbupaten/ kota, provins., pusal
beorosal dari parai polink  yang  berbeds sehinggh masing-masing mengusung
kepentingan partwinys dan situast seperti Il menvebabkan teradiova hambatan
pelaksaan wgas-tugas pemenntahan karens pejabat di kabupate/kota merasa bukan
birwiahan duri pejabar di tingkat provinsi atau pusal sebagai akibat dar pemabaman
yang keliru tentang esensi otonom: daeroh yvang seluas-lunsnva, Hal seperti ity kerap
terjads pada era [ kepemimpiman Presiden SBY dimana para bupati, walikota
cenderung menempatkan dirl sebagai rapa-raja kecil diduerahnyva,

Rondisi inilah yang kemudian menyebabkan UU No. 32 Tahun 2004 vang
bersifat desentralisasi divbah manjadi UU No. 32 Tehun 2014 yang cenderung
bersifat sentralistik pada akhir preiode kepemimpinan SBY. Persoulan lain yang juga
mengemuka adaluh masih kuatnya nilai-nilal budaya (masvarakal) vang tidak
konfluktk dalam kehidupan berbangsa dan bernegars dimana kelempok-kelompok
masyaraxal terlentu lebih mengedepankan sukuisme dan vang sejenis dimana hal itu
menpadi pemicu terjadinya konflik horizontal dalam kehidupan masvarakat.

Berkenaan dengan pengertian “menguasal” yang terkandung dalam Pasal 33
UUD 1945 tidak boleh hanya diadikan sebagai  kebijakan yang mengatur
pengelolaannya, tetapi harus jups diarikan sebagsi amanat untuk menjadikan
kekayaan alam Indonesiz sebagai harta yang tidak habis dan terus dapat dinikmati
oleh generasi-generasi berikutnya, Oleh karena itu kebijakan vang mendorong
revitalisasi kekayaan yang sudsh diolah harus dilakukan terus meperus oleh
pemegang ijin. Sebagai perbandingan adalah kebijakan di bidang perumahan yang
memual ketentuan adanya keharusan pengembang untuk menvediakan sarana Mgupun
prasarana di samping kebijakan lain vang berkait di Daerah Khusus [bu kota Jakarta
berupa penyediaan rumah susun, Pengembang harus menyerahkan bangunan fisik
rumah susun ke Pemda setempat. Bahkan ada juga kebijakan untuk menyediakan
lahan pemakaman untuk penduduk di lokasi tertentu sebagai kompensasi vang harus
dipenuhi oleh Penpembang.

Pada sekior pertambangan, sangat diperfukan kebijakan  untuk dapat
merevitalisasi bekus lahan yang sudsh diaduk-aduk karena proses penambangan.
Bagaimana mengembalikan lokasi tersebut menjadi lokasi vang bermanfaat sepert
untuk Perumahan dan Permukiman. Kebijakan ini perlu dipertimbangkan agar untuk

pemenuhan Perumahan dan Permukiman tidak lagi dilakukan dengan permbukaan
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lihan persanian. Kebijakan vang sineted soperti ing sangat meneitmekan wnfuk AA]
diperoleh hasil yang maksimal dalam kebjiakan Pembangunss vane berkelaniutan.

Schubungan dengan hal tersebut & atas, weelibar jelas Jemalinva keberpihakan
penyusun undang-undpng (DR dan Presiden) terhadap kepentingan jangka panjang
bangsa Indonesia dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup rakvat terkail
dengan pemanfastan sumber daya alam khsusnya sector pertambangan vang dalam
banayak hal merupakan sesuatu hal yang bersifat melekat dalam din tiap pribadi
sebagai bagian dari masyarakat vang dalam perkembangannva senarissy mengalami
pertumbuhan dan perluasan yang disebabkan oleh tenadinya pergeseran paradipma
dalam tatanan sistem nilai yang di dalamnya terhimpun berbagai macam kepentingan
yang selalu besinggungan bahkan berbenturan satu sama lain vang oleh karenanya
perlu dilakukan upaya untuk menyerasikan berbagai macam kepentingin setiap warga
MNegara agar dapat tercapai pola hidup serasi sehingea tercipta landasan ideal dalam
mewujudkan relasi antar manusia Indonesia juga bangsa-bangsa lain dalam suasana
penuh damai dan berkeadilan yang di dalamnyva terakomodasikan nilai kebebasan
yang berantinomi dengan nilai ketertiban maupun nilai kepastion vang berantinomi
dengan nilai kesebandingan, semun iu penting artinya dalam rangka mewunjudkan
tujuan dan tugas hukum schagai rub dari suate peraturan perundang-undangan vang
berhasil dikonstruksikan dan perlu diimplementasikan sedemikion rupa schingga
pesan moral UUTD 1945 sebagaimann tertuang dalam Pasal 33 Avat 3 menjadi
pedoman, penuntun, serta pemberi arah dapat diwujudkan dalam kenvatian sehari-
hari.

Konstruksi berpikir tersebut sangat wrgent mengingat Undang-Undang No.32
Tahun 2014 temtang Pemerintahan Daerah tidek hanya menyimpang dari Pasal 13
UUD 1945 juga tidak sejalan dengan Pasal 18 A & 18 B UUD 1945, Sebagaimana
dikemukakakn oleh Profesor Satjipto Rahardjo ketidak sesusian ity telah mereduksi
sedemikian rupa pesan moral para pendiri Nepara scbapaimana tertuame dalam
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal itu tidak segera diluruskan
kembali, dimana pembentuk Undang-Undang harus tunduk patuh pada norma dasar
dalam mengatur berbagai kepentingan dengan yang ada dalam kehidupan masvarakas
di Indonesia dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan MNegara dibanding
kepentingan politik partai-pariai yang berhasil memperaleh suara dan duduk di DPR
sebagal lembaga legislatf. Pam pimpinan panai joea legislator harus menempatkan

dirl sebagai negarawan agar dupat mengayomi dan melindungi kepentingan wargs
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masyarakat khususnya mereka yang dalam kondisi morginal abibat kétdakmampean
mereks  dalom  mengakses  perizinan  bidang  pertambangan  sers melikukan
pengelolian don pemantastan baban tambang vang bansak terdapat & lingkungan
tempat tinggal mereka dan adalah wajor jika kelompok marginal jtulah vany mendapat
perhatian khusus dani Negara melalui para sparaturnya schingga mereka dapat
menolong dirinya sendiri (self help) meningkatkan kesejahteraan hidup secar wajar
tanpa harus melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kegiatan PET1, Oleh karena
iru, periu dilakukan dekonstruksi dan rekonstruksi alam pemikiran para penyelenggara
Negara khsusunya eksekutif dan yudikatif dalam merumuskan ketentuan Undang-
Undang, dalam hal ini Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batubara,
minyak dan gas bumi, dan sebagainya sehingga tidak terulang lagi dimunculkannya
Pasal yang secara general mempidanakan pertambangan tanpa izin mengingat dalam
prakiek di lapangan sebagnimana ditemukan dalam pengumpulan data di 5 kecamatan
di Kebupaten Pandeglang Banten, aparat kepolisian menerapkan diskresi dalam wijud
toleransi terhadap aktivitas pertambangan rakyat tradisional bahkasn  berupaya
melakukan mediasi kepentingan warga masyarakat lokal dengan penesahaan
pertambangan yang memiliki izin dengan perantarsan dan baniuan para tokoh
masyarkat setempal sehingga warga di sekitar wilavah pertambangan dapat di rekrut
sebagm karyawan apapun dasar pertimbanpgan vang melatar belakangi upaya itu,
apakah karena pada masyarakal Kabupaten Pandeglang masih kental suasana
mistis‘magis atau karena tekanan para tokoh masyarakai yang umumnya adalah
jawara (pendekar) yang dapat mengerahkan anppotanya melakukon perlawanan
kepada aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah,

Berkenaan dengan ity, tidak terlalu berlebihan jika pada tingkat pemerintah pusat
perlu segera disiapkan konsep baru dalam wujud reformulasi kebijakan pertambangan
sehingga dapat dirumuskan kebijakan vang lebih mendahulukan perlindungan dan
pemberdayaan warga masyarskat yang dalam kondisi marginal  untuk dapat
melakukan percepatan  pemeratsan  hasil-hasil pembangzunan terutama wilayah-
wilayah yang berada di pelosok dan terkategorikan sebagai desa tertinggal. Hal
terscbut sangat mendesak mengingat pada saat ini pemerintah terus mendorong
masuknya modal asing di bidang pertambangan sehingga besar kemungkinan keaduan
iy akan makin mendesak wargs masyarakat di pelosok-pelosok vang akan berakibat
semakin memperburuk kondisi kesejohteraan mereka. Negara harus menunjukan

keberpihakan kepada masyarakat marginal tidak hupya dalam benwk bantan  wang
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Wi otaw kartu sehat sehapaimang 1elah dijalankon seluma ini. Adalaly lebil penling
bida keberpihnkan ita dilakukan dengan cara mencipatakan kondisi dan sonsan Vi
memberd ruang lebib luas padas masyarakat marginal untok mengakses perizinun sena
pendampingan secars berkelanjutan disertai dengan upaya pembinaan dalam rungka
pemberdayaan masyarakat yang oleh karena itu hukum dapar difungsikan sebagai faw
av g tool of social empowering sehingga mereks dapal menolong dirinya sendir]

meningkatkan kesejahteraan hidupnva.
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BAl VI

PENUTUP

Setelah tm memaparkan berbapai hasil temuan lapangan maupun melakukan
analisis atas permasalahan yang diajukan, tiba saatnyva disampaikan kesimpulan sebagai
Jawaban atas penmasalahan jupa suran ving diajukan sebagal alternaiii solusi dar

permasalahan vang dirumuskan,

A, Kesimpulan

o=

I. Kebijakan pertambangan rakvat sehapaimana tertuang dalam 17U Pemda, LU
Minerba yang tidak sejalan dengan pesan moral Pasal 33 Avat 3fo Pasal 18 A&
B UUD 1945 menyebablan terjadinya konflik norma‘inkonsistensi‘disharmonis.
Mengakibatkan penambang rakyat tradisional di Kabupaten Pandeglang Banten
tidak terakomodir kepentingannyva karena keterbatasan kapasitas finansial, Hal im
karena banyak persyaratan yang ditetapkan sulit dipenuhi oleh mereka dan kerap
terjebak aktivitas PETI. walaupun berdasarkan kelentuan Pasal 158 dan Pasal
160 UL Minerba hal tersebut dikategorikan sebagai tindalk pidana. Hal tersebut
telah menyebablan perlambatan dalam memngkatkan taraf hidup agar dapat bisa
lebih sefalters. Tidak ada korelasi positif antara kebijakan pertimbangan
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakal  di  Kabupaten Pandeglang.
sebapaimana tergambar dan tidak signifikannya peningkatan TPM sejak 2010
hingga 2017 dari angka 59.08 ke 63.82 serta relative rendahnya UMR tahun 2018
yang hanys mencapai 2.542.000 juta per bulan sementara vang tertinggi di
Provinsi Banten adalah Kabupaten Cilegon yang tingkat UMRnya Mencap
3.913.000 juta dan terendah Kabupaten Lebak dengan UMR 2.498.000%uta per
brulan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinkroniasi kebijakan pertambanpan rakyat
di Kabupaten Pandeglang Banten adalah tuntutan kebutuhan praktek lapangan
aparal penegak hukum vang memberlakukan diskresi atas pertambangan rakyat
tradisional yang umumnva illegal diseriai dengan upaya mediasl kepentingan
masyarakat lokal dengan bantuan pars tokoh masyarakal yang wmumnya adalah

Jawara vang dapat memberikan tekanan terhadap impelentasi Pasal 158 dan Pasal

BE



ol UL Minerba vang - mempidanakan  wsalyy pertambangan  sikval seoam
wadisional tanpa izin, vang dalom beberspu hol dibavati oleh  setianat
menghargs kearifun Lokal setempot untuk e wegah lerindinya Konllik terbuka
antara warga lokal dengan pendatang maspun perusahaan pertambangan pemilik

1210,

B. Saran

Adapun usulan yang dapat diajukan sebagai sarim vang kiranva dapa sebagai

alternative solusi atas permasalahan vang diajukan sdalah seha gai berikut |

I+

Perlu segera dilakukan penyamaan presepsi antara pimpinan partai politik beserta
para fegislator juga pihak eksekutif bahwa kebijakan pertambangan vang inkonsisten
dengan Pasul 18 A dan Pasal 18 B serta Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah
menychabkan konflik norma amtara UU Minerba dengan UL Pemda dan
mengakibatkan efek lanjutan vang mendorong bertambahnya kasus-kasus PETI,
oleh karena ity kementerian terkait perlu segera menviapkan drafi amundemen Pasal
138 dan Pasal 160 ULD Minerba maupun Pasal 9 Avat 3, Pasal | | Ayat |, Pasal 13
Ayat 3 huruf'e UU Pemda , juga Pasal 48 Ayat 2 huraf d PP No. 23 Tahun 2010,

- Kapolri dan Kapolda perlu mengawasi secara ketat praktek pemberian diskresi oleh

aparat kepolisian ditingkat Polsck dan Polres mengingat kebijakan dalam wujud
diskresi sebagai kebijakna vang bersifut bebas berdasarkan kewenangan kebebasan
bertindak (#ies emmerseny  karena suatn diskresi Jika diberikan secar: herlebik
sangat dekat dengan penyelahgunaan kewenangan, Oleh karenanya perlu diberikan
pembekalan secars berkala kepada kapolsek dan kapolres untuk sensntiasa
melakukan koordinasi dan  sinkronisasi lugas-tugas  sekaligus  membatasi
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada saat aparat kepolisian
pada level polsek dan polres memberikan diskresi atas kasus-kasus pertambangan
rakyat di berbagai pelosok negeri, mengingat pemberian diskresi kerap membaws
konscknensi terhada hak-hak warga Negara serta bersinggunpan dengan nsas-asas
umumn pemerintahan vang baik.

- KPK, Kapolr, dan Jaksa Apung perlu lebih meningkatkan kooordinast secara

berkala dan terpadu guna meningkatkan efektivitas penceakan hukum terhadap
penyalahgunaan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan bidang pertambanpan

kepada Kementrian dan Dinas ESDM untuk mencegah terjadinye chsploitasi secara
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